SALINAN

FRESIDEMN
HEFLIBLIK INBONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOE 1 TAHUN 2024
TENTANG
HARMONISASI KERIJAKAN FISKAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FRESIDEN REFUBLIK INDDONESIA,

Menimbang @ bahwa wuntuk melaksanakan  ketentuan  Pasal 163,
Pasal 166, Pasal 168, dan Pasal 180 Undang-Undang
Normor | Tahun 2022 tentang Huobungan Keuangan antara
Pemervinfah  Puset  dan  Pemerintuhan  Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Harmonisam
Kebtjakan Fiskal Nasional,

Menpingat : 1. Pasal 5 ayat (2] Undang-Undang Dasxar Negarg
Repubhk Indonesia Tahun 1445,

2, Undang-Undang Narewr 1 Tehun 20220  entang
Hubungan Keuvsngan antara Pemcrintah Pusat dan
Pemetintahan Dacrah  {Lembaran  Negars Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Mepgnra Republik Indonesia Namer G757);

MEMUTUSKAMN:

Menetapkan @ PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HARMONISASI
EEBIJAEAN FISKAL NABIONAL.

Bagi. ..

SK No 207 A



SK No 207002 A

FRESIDEM
REPUHLIK LMOOHNESIA

2

BEART
EETEMNTUAN LMLIN
Fazal 1

Dalam Poraturan Pemerintah ini, yvang dimaksad denpan;

1. Pemenntah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintal
adaiah Preaden Repullik Indonesia yang metmepang
kekuasaan pemertintahan nepgard Bepublik Indonesia
vanpg dibantu olch Wakil Presiden dan menten
sebagmimansa dimaksud dalam Undang-Undanp Dasar

Megara Hepublik Indonesia Tahun 1945,

2. Menteri adalab menteri vang menyelenprarakan Urdssn

Femerintahan di bidang kelangan nepury.

3. Kepala Dacrah adalah gubcrnur bag dacrah otonom
previnst atau bupari bagi Daecrah kabupaten atauw wali

kora bagy Daerah otonom kota,

4. Pemerintah [raerah adalab Kepala Daerah sebagan unsar
prnyelengpara Pemenniahan Dacrah yang memimpin
pelaksanaan Urusan  Pemerinrahan yang  menjadi

kewenangan Dacrab olomoem,

Taliun 1945,

fr. Dewan Peorwakilan Rakwal Daerah yvang selanjuinys
disingkal DPRD adulah lembapa perwakilan rakgeat
dacrah yang berkedudukan sebagal unsur penyelenggara

Pemerintalian Dacrah.

7. Dacrah - . .

2. Pemerintahan Dacrah adalah penyelengzaraan Urusan
Pcmerintahan  olelh Pemerintah Daeralhy dan Dewan
Fernwakilan Ralwret Dacrab menuril A%as tHonnmi gdan
tugas  pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
loasnya dalam sistem dan prinsip Mepara Kesartuan
Fepublik Indonesia scbapaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar MNegara Repubhk Indonesia
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Dacrah Otonom yanp sclanjutnya discbut Dacrah adalah
kezaruan masyvarakat hukom vang mempunya: batas-
hatas wilayah yang bhervenang mengalur dan mengurls
Uruasan  Pemerninlahan dan kepenlUnpan madsyvardksat
sctempat menurut prakarsa sendin berdasarkan azpirast
masyarakat dalam sistcin Negara Kesatuan Republik
Indonecsia.

Kevanpan Nepara adalab semgs hak dan kewaphan
negara yany dapat dinilal dengan uoang, scrta scgala
sesuatn, balk berupa uang maupun berupa barang yang
dapar dijadikan milik negara  berhubung  denpan
pelaksanaat hak dan kewajitvan terselar.

Anpgaran  Pendapatan  dan Belanga  Negara yang
selanjutnyd disingkat AFEN adalah reocana keouangan
tahunan pemerintahan negara vang disetajui oleh Dewan
Perwakilan Rakyar.

Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Dacrah vang
selamutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tabinan Dacrab pang ditelapkan dengan Peraturan
Thaerah.

Pendapatan Dacrah adalab semua hak OCaerah yang
diakul sebapgal penambah nilai kelavaan bersih cdalam
perode tahun anpgacan vang hersangkillan,

Belanja Daerab adalah semua kewajiban Daerah yang
dinkul sebapal penpurang nilal kekayaan bersih dalam
puriode tahun anpgaran yang bersangkutan.

Pembiavaan adalah setiap  penerimaan vang  perlu
diliavar  kembabh  dan/atau penpeluaran vang akan
diterima kembali, bailk pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun  pada lahun-lakun snpearan
beriboulone,

Perafuyran Dasrah vang scelanjutnys disebut Perda atau
yang disebul dengan nama lain adalah Perda Provinsi
dan Perda Kabupaten [/ Kota,

Peraturan Kepala Daerah vang selanjulinya  disebal
Perkada adalah peraturan pubernor dan peraturan
bupati fHaali kora.

16, keuangan . ..
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Keuvanpgan Daeral adalabh setmaa hak dan kewsjiben
Dacrah dulam rangha penvelenpgearaan Pemeriniahan
Dacrah vane dapat duulal dengan uang serta segala
bentuk kekavaan yanp dapat diadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Dasrah tersetail.

Stsa Lebih Perhitunpgan Angparan vang  selanpuinya
dizingkat SiLPA ardalah selisib lehih realisasi penerimasn
fdan pengeluaran  angparan sclama 1 [sata)  periode
ARERACEn,

Fembiavaan Utang Daerah adalah seliap penerimasn
Dacrab yang harws dibayar kembali, balk pada tahun
angEaran vang bersangkutan maupun pada tahun tahun
anEEaran berlutmnya.

Minjaman Dacrah adalah Perabiavaan Utang [haerah yang
ditkar dalam susiy perjanjisn pinjaman dan bukan
dalam beniuk sural berharga, yang mengakibatkan
MDaersh menenma sepumlah wang atau  menerima
manfaat vang bernilan vang dari pihak lain, sehingps
Daerah tersehut dibebani kewsjiban unluk membayar
keerribali.

Bagun Akun Standar yang selanjutnya disingkar BAS
adalah daltar kodefikasi dan klasilikast lerkait ransaks
Keuangan  yang disusun  sccara  sistematis  sebagai
pedorman dalam perencanaan, PENEANRRATALL,
pelaksanaan  angparan, den pelaporan keuasngan
Femerintah dan Pemerintah Dacrah.

Sizlern Informast Keuwangan Daerah vang selanjutnya
disimgkat  BIKD  adalah  suarn sislem yang
mendokumentasikan, menpadministrasikan, seTha
tiengelab dara peogelalzan Keuangan Dacrah, data
kKinerja Dacrah, dan data terkait lauinya  menjadi
iformas yang thsapkan kepada masyarakat dan para

pemangkil  kepenlingan,  seria sebagar bahan
pengambilan keputusan dan kebijakan  dalan
PLTCOCHANAATL, pClhganggaran, peElaksA AT,

penatausahaan, pelaporan, dan pertangpungiawaban
Femernintah Nacrak.

22 Informasi _ . .
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Informasi Kewuangan Daerab adalah sepala infurmasi
vang  berkaillan dengan Keuangan  Dacrab vang
diperlukan dalam rangka penvelenggaraan SIKD.

Transler ke Dacrah vang selanmjutnya disingkat TKT
adalah dana vang bersurmber dari APON dan merapakan
bagian dam helama nepacs yang dialokasikan dan
disalurkan kepads Dacrah untuk dikelola oleh Dacrah
dalamn rangka mendanal  penyclenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjad kewenangan Daerah.

Fencana Kenja Pemerintah vang selanjulnyd disingkat
ERF  adalah  dekumen perencanssn pembanganan
fasinnal untuk perode 1 {satu)] tahun yang dimulal pada

langesl 1 Januart dan berakline  pada angeal
31 Descmber.

Kerangksa Bhonomi Makeo dan Pokok-Iokek Kebijakan
Fiskal yanpg sclanjutnya disingkat KEM PPRF adalah
dokumen negara yvang memlat gambaran dan desain
arah kebajakan ekonoem makro dan {iskal scbagas bahan
pembicardan pondahuluan bersama Dewan Perwakilan
Ealkyat dalam rangka penyusunan rancangan APBEM
tahun anggaran berikutonya.

fibligasi Daerah  adalah surut  berharga  berupa

pengakuan ulang vang diterbitkan olelh Pemerintah
Dasrah.

. Sukuk Dacrah adalah surat berharga berdlasarkan

prinsip svariah sebapai buklt atas baplan penyvertaan
azet Sukuk Daerah yang dilerbilkan olch 'coerineah
Dasrah.

Sincrgl  Pendanaan  adalah  sinergi sumber-sumber
pendanaan dari APBD dan scelain APMBD dalam rangka
pelaksanssan  program priontas  onasohal  dand atau
Nacrah.

Dana Alokasi Umum vang selanjutnys disinglkat DAL
adalah bagian dari TKT? yang dialukasikan dengan tajuan
mengirangl ketieopangan kemampuan kecuangan dan
layaman puilik snlar-Dacrah

A0, Dana . . .
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Dana Alokasi Khusus vang selanjulnva disingkal DAK
adalah bapian dan TRED yanp dialokasikan dengan tujuan
untuk mendanal program, kegiatan, danfatau kelwjakan
tertentu yang menjady prioritas nasional dan membsaonru
operasionalizasi lavanan pualilik, yang prlpguUnssanny:
telah ditentukan oleh Pemerintah,

EBadan Usaha Milik Dacrah vang sclanjutnva disingloat
BUMLD adalah badan usaha vang selurah atad sebagian
besar modalnya ditniliki aleh Dascah.

Lembmps Keuanpan Bank yanp sclanjutnya disingkat
LEEB adalah lembaga keuangan vang memberikan jasa
keuangan dan menarik dana dari masyvarakat scoara
l‘.—.‘LI‘LgSUﬂg, termasik LB pang menalankan kepiatan
usahanve herdasarkan prinsip syarnah.

Lembaga keunangan Hukan Bank vang selanjutnya
dizingkat LKBB adalah lembapa atau badan Pemmbiayaan
vang melakukan kegiatan dalam biclanyg keoangan yang
secara lanpsung atal tdak langsung menghimpuan dana
dengan cpra mengeluarkan surat berharga  dan
menyalurkan kepads  masyvarakat tcrutama  untok
membiayar  investasi Pemerindab/Pemerintah  Dacrah
alau 3wasla, termasuk LKBB yang menjalankan kepiatan
usahanyva berdasarkan prinsip syamah.

Akad adalah peganjian tertulls yang tidak bertentangan
dengan prninsip syanah dan secsual dengan ketentuan
peraturan porundang-undanpgan,

Hak Mantaat adalah  hak  wuamiuk memiliki dan
mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu ascr
tanpa perhl dilakukan pendallaran atas kepemilikoan dan
hak tersehuat,

Urnsan Pemenntahan adalah kekuasaan pemerintahan
VHIIE moenjadi kowenangan Presiclen vang
pelaksanaannya dilakuakan oleh kermenterian negary dan
penyelenggara Pemerintahan Dasrab untuk melindungi,
melavam,  memberdayakan, dan  menyejahterakan
masyarakat,

AT Barany . . .
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Barang Milik Daerah vang selanjutnyas disinghal BMD
adalah sernua barang vanp Jdibell alag dipersleh atas
beban APRD alau berasal dari perolchan lainnya vang
fab.

Inlrastruktur adalabh  fasibtas  teknis, fisik,  sistem,
prrangkat keras, dan lunak vang diperlikan untuk
melakukan pelavanan kepada masyacakal  dan
mendukung  jaringan  struklur o agar pertumbuhan
eknonmi lan sosial masvarakat dapat berjalan dengan
Lraik.

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keoangan
masing-masing daerah  vang dihilung  berdasarkan
formula vang diletapkan oleh Menteri untuk berbagan
keépentingan  sesual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Dana Abadi Dacrah yang sclunjutnya disingkat DAD
adalah dana vang bersumber dan APBD vang hersilat
abadi dan dana hasil pengelolaannya Jdapal digunakan
untuk Belanja Daerah ctlengan lidak menpurang] dana
pokalk.

Pervlapalan Ash Dacrah vang sclanjutaya disinpgkat PAD
adalah pendapatan Dacrah vang diperoleh daci pagjuak
dacrah, retribust daerah, hasil pengelolaan kekayaan
dacrah vang dipisabkan, dan lain-lain PAD vang =ah
sesual  dengan  Kelenlusn  peraturan perundang-
anckarran.

Kebyakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah yang selamutnya disingkal KUA adalah dokumen
Yang tmemual kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan secrta asumsl yang mendasarinva untuk
petriode 1 [satu) tahnn.

rioritas  dan  Plalon Angparan Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan
batas maksienal  anggaran vang dibenkan  kepada
perangkal Daerah untuk sctiap program dan Kegiatan
sebagal acuan dalam penyusunan rencand kerja dan
angedatan satuan kerja peranpkat dasrab.

44. Rencana . .
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44 Rencana Pembanpunan Tahunan  Deerah vang
selanjuimys disehut Rencana Kera Pemernniab Dacrahb
dan vang sclanjutnyva disingkat BEPD adalah dokumcen
perencanaan Dacrah untuk periode 1 [sata) tahan.

45. Belanja Wajib adalah Belama Daerah uniuk mmendana;
Urusan Pemerintahan Deerab yang besarannva ielah
rhitetapkan sesual dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 2

Harmonisast  kebiakan fiskal nasional dalam  rangka
penvelarasan hubunpgan keuangan antara Pemenintah cdan
Prmierintahan Daerab vang  daatur dalam Peraturan
Petnerintah o mmebipull penyvelengegaraan:

d, sinetel kebjakan fiskal nazional;
b. Pecmbiayaan Utang Laeral,

c. Dana Abadi Daerah: dan

d. Sinergl Pendanaan,

BAB IT
SINERGI KEBIJAKAN FISKAL MASIONAL

Bagian Kesalu

Umum

Pasal 3
(1} Hinerpl kebijakan hskal nasinonal dilakukan melalad
a. penyelarasan kekajakan fiskal pusal dan Daecah;

b, penetapan halas  maksimal {iskal APED  dan
Pembiayaan Utang Dacrah,

. penpgendalian dalam kondisi dararat; dan

. winergt AL,

(2} Binergl . . .
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{2 Hinergl kebyakan Askal nasional sebagaimana dimaksucl

pada avat |1] didukung dengan:

f. konselidasi informasi keuangan Pemerintah Cacrah
secata nasional sesual dengan BAS untuk Petmerintah
Maecah;

L, penyapnan  Informasi  Keowangan Daerah secara
nasional; dan

c. pemantauan dan evaluas) pendanasn desentralizasi,
vang dilakukan melalui platioem digital,

Baglan Kedua

Penyeclarazan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah

Pasal 4

Penyelarasan kebjjakan fiskal puasal dan Daerah dilakukan
dalam rahap:

Prererarinan Jan prnpangearan; dan
prlaksandsn,

Faragraf 1

Ferencanaarn dan Peropanggaran

Fazal 5

(1) Menterl dan menten vang menyelengparakan Ulsan

Pemeriniahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional bersama-sama menvampatkan rancangan KEM
FPKET. ketersedisan anggaran. rancangan awal RKP, dan
rancangan pagy indikalif pada bulan Marct kepada
Presicden  rmelalul mentert  yvang mempunyal  tupas
menyvelenpgarakan  koordinasi,  sinkronisasi,  dan
peneendalian urasan kemnernilerian bidang
perckonomian.

[2) Bancangan . . .
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Rancangan awal RKP dan rancangan KEM PPKF
schagaimana dimaksard pada aval {1 vanp  L=lah
disetujui aleh Presiden, disampaikan oleh menter vang
tnenyeiengearakan Urusan Pemenntahan di bidang
perencanaan  pembanpunan naswnal  odan Menler
kepada kementerian flembaga, Pemeriniah Dacrah, dan
tnstang revkait lainmya dalam rangks penyclarasan
kebajakan fiskal pasat dan Dacrah,

Berdasarkan rancangan awal RKP dan vaoncangan KEM
FPPRE sebapaimana dimaksaad pada aval [(2). sena
pedoman utoum penyidsinan RKPD, Pemenintah Dacrah
roenyusun REKPD, usulan tarpet kinerja makro Daerah,
edJan  target kinerja program LDaerah ermasuk
pemenuhan target Belanja Waijlb.

IPcmerintah Daerah  moenvampaikan usulan larget
kinenia makro Daerah «Jdan largel kinerja propram
Caerabh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
meriern] vang menyvelengparakan Urusan Pemerintahan
i bidang perencanaan pembangunan hasicoal, Menter,
dan  menteri  yang  menyvelengparakan  Urusan
Femeaerninlahan dalam negeri.

Berdasarkan rancangan awal EKP, rancangan KEM
FPKF, usulan target kinerga makoo Dacrah, dan asulan
target Kinerja program Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayal (3}, dalam rangka menyinergikan progratn
pembangunan, meateri vang menyelenggarakan Urlisan
Femenintahan o Evdang perencanaan pembangunan
nasional melibatkan Menteri dan menteri yang
menvelenprarakan Uruszan Pemenneahan dalam negeri
untuk  melabksanakan  rapat  koordinast  bersatna
kementenan//lembaga, Pemerintah Daerah, dan instans
lerkait lainnya.

Pasat 6, ..
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Menters dan menlen yvany menyelenpsdarakan Urusan
Pemerinizhan i bidang percencanaan pombanpgunan
nasional secara bersama-sama mcnyampalkan
pemutakhiran  KEM  PPEF,  ketersediman  angparan,
rancangan akhir RKPR, dan rancangan pagly anggaran
kementerian lembapa pada bulan Juni keprada Presiden

trielalul MEntEr YATIR METPLINYE] tugas
tnenvelengparakan koordinasi,  sinkronisasi,  dan
penpendalisn LILSA kcmenternan i arg
poerckonomian.

Rancangan akhir RKP dan pemurakhiran KEM PPKF
sebagaimana dimaksid pads ayat (1) disampaikan cleh
renters vang menyelengparakan Urusan Pemerintalian
d1 hidang perencanaan pembangunan nasional dan
Mentert kepada kementerianglembaga,  Pemerintah
Daerah, dan instansi ieckait lainnya,

Femerintah Daerab mepslapkan EKPD berpedoman
pada RKP sebagaimana dimaksud pada avat [2].

Fancangan akhir RK]' dan pemucakhiran KEM FPKF
schagaimana dimaksud pade ayar (2 menjadi dasar
dalam perumusan pedoman penyvosunan APEL,

FPedoman penyusunan APBD schagaimana dimaksud
pacla aval (4 diatur dengan peraturan menteri yaog
menyelenggarakan Urusan Petoerinfahan dalam negerd.

Pasdl 7

FPemernintah  Daerah menyusun rancangan KUA dan
rancangan PPAS berdasarkan REPD denpan mengacu
pada  pedoman penyvusunan APEBLD sebapaimana
ehimakxad dalam Pasal ¢ avat (3).

Penyusunan Rancanpgan KUA dan rancangan PPAS
sehagaimana dumaksud pada ayat [1] dilakukan minimeal
sesUAl target kinera makre Daerab dan larget kioerja
progratn  Daerah  wvang telah diselarsskan  dengan
pemutakhiran KEM PPKF sebapaimana dimaksud dalam
Faszal & ayat {1].

(3] Kepala . . .



SK. Mo 207012 A

(S

(4}

(7

()

i’

i3

FRESIDEM
REPLUHLUK IRDONESIA

-1 -

Kepala Daerah menyampaikan rancabpan KUA dan

tancangan PPAS kenada DPRD pahng lambal minggt
keduas bulan -Tali,

Ranvangan KUA dan rancangan PPAS scboagaimana
dimaksud pada avat [3) juga disampaikan oleh:

a. pubernur  kepada  Menterd Jdan menlen vang
menyelengpdaralktan Urusan  Pemernintahan  dalam
ncecn;, dan

b. bupabfwali kota kepada pubernur sebapgai wakil
Femerititah Pusat.

Eamangatn  KUA dan rancangan PPAS provinw
sehagairnana dimalesud padsa ayat (4] harul o dilakukan
pcnilaian kescsualan dengan KEM FPKF cleh Menteri
berkoordinasi dengan menterl vang menvelenggarakan
Urusan Pemerintahan dalam nepaec.

Rancanpan KUA dan rancangan FPAS kabupaten/kota
sebagaimana dimaksad pads ayat (4) hunat b dilakukan
penilaian kesesuaian dengan KEM PPRE aleh gubernure
sebagai walkil Permerintab Pusal berkeordinasi dengan
Mentert dan menien vang menyelenggarakan Urasan
Fermerimtahan dalam negeri.

Hasil penilaian sebagaimana dimakaud pada ayat [5)
tdan aval (O] disampaikan tleh;

d. Menter kepada gubernur; dan
b, gubcrnur kepada bupatl/wah kota,

paling lambat 2 |dua) minggu setelah rancangan KUA
dan rvancangan PPAS sebwpoimana dimaksad  pada
aval (5] dan ayal (6] ditenma.

Berdasarkan hasil penilaian scbagsimana dimaksud
pada ayar (¥) Kcpala Dacrah dan DFRD melakukan
penycmpurnaan rancangan KUA dan rancangan PPAR
vang sedanp dibabas bersama antara Kepala Daerah dan
DPRL untuk mendapat kesepakartan bersama paling
lambat minggu kedua bulan Apustus.

(9 Malam . ..
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1) Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS rtelah

mendapalkan  kescpakatan bersama  antara  Kepals
Daerah dan DPRD scbelum hasil penilaian selsysimansg
dimaksud pada avat (7} dizsampaikan, hasil penilajan
schapaimana dimaksud pada avat (7} menjadi dasar
penvusunan rencana kerja dan angearan saluan kerja
porangkat dasral.

(TMKetentuan Jebah lanjut mengenai tata cara penilaian

(1]

[

kesesualan  rancangan kKUA  dan rancangan PPAS
denpan REM PPKE sebagaimana dimaksud pada aval (5
dan avat [9f diatur dengan Peraturan Menter sciclah
berkonrdinasi dengan menleri yang menyclenggarakan
Lrugan Pemeriniahan dalsm nepgeri.

Pasal &

Pemenntah memastokan tersedianva  anpgaran  atas
program prioritas dan pemenuhan Belanja Wajib dalam
AlBLY sebagaimana dimaksud dalum Pasal 5 ayar (3)
vang telah ditelapkan dalam BRPD, KUA dan PPAS
selmpaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (3) dan
Pasal 7 =vat (B} atou Fazal 7 ayar (%),

Bclanja Wajib dalam APBD sebagairnana dimaksud pada
avat (1) termasuk alokast belanja untuk mendanai
Urisan Pemerintahan Dacrabh tertentu wvang Lesaran
pengpunaannya telah ditenrukan melipati-

a.  belanja pendidikan paling rendah 20% [dua pulub
persen) dari lotal Belanja Daerah vang dianggarkan
dalam APELD dan/atau perubahan APBD tahun
angparan berkenaan:

b. belanja . . .
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tr. belanja pegawn 1 luar tunjangan gura yang
dialokasikan melalay TR paling  tnggr 30%
(tiga pulub persen) dari 1alal Belanja Dacrah;

c.  belanja  infrasicuklur  pelavanan  publik paling
ventlah 40% [empal puluh persen| dan total Belanja
Draerah di luar bolanja bagl hasil danfatau rransfer
kepada Daerah dan/aran desa; dan

d. Belama Wajib vang didanai dari pendapatan pajak
daerah dan rerribusi daerah vang telah ditentukan
PENEFUNEAnOYa S8 LIAL denpan ketentuan
peraluran perandang-undangan.

Dhalam ranghka mcomasctikan tersedianyva anggaran alas
program prioricas dan permenithan Belanja Waib dalam
AFPBD selmpairnana dimaksud pada ayat | 1], Pemenntah
menyusun  BAS  danfatou  melakukan  penandaan
Belanja Wanb dalam APBD schagaimana dimaksud pada
ayat (2]

Ketenruan lelih lanjutl mengenal Belanja Wajib unouk
mendana Urusan  Pemenntahan Daerab lertenia
scbhagaimana dimaksud pada aval [2), peoyvusunan BAS
dan pelaksanaan penandadn schapgaimana dimaksud
penda ayat [2) diatur dengan Peraturan Menteri serelah
berkocrdinasl dengan menteri yang menyelenegarakan
Urusan Pemerinahan dalam negeri.

PPanvelarasan pemenuhan Belanjs Wajik pogawal di luar
tanjangan  gurd yang  dialokasikan  melalui TKD
sebapaimana dimaksud pada avat [2) bhoeal Iodan
Hrelanja Wajib infrostruktur sebapaimana dimaksud
pada ayat (2] hural o ditaksanakan paling lambat
3 (limal tabun  =sejak  undung-undang  mengenas
hubungan kewangan antara Pemerintah Pusar dan
FPemenntahan Dacrah dmandanghkan.

Penyelarasan pemienuhan Belanja Wajiby pegawal di luar
tunjangan gury yang dialokasikan melalui TED dalam
mMALA transs sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
thlaksanakan dengan mempertimbanpgkan mimimal:

a, standar . . .
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a. standar harga, analisis starelar belanja, dan/atau
slandar (cknis; dan/atau

b. kebijakan manajemen kepegawaian,

sezual  dengan Ketentuan  peraluran perundang-
undangan.

Penyolatasan pemenuban Belanja Wapb infrastruktur
dalam maosa transisi sebagaimana  dimaksal  peads
avat () dilaksanakan  denpan mempertimbangkan
miniimal:

a. kondisi infrastruktur Daeral, danfatan

b. Kapasitas Fiskal Dacrah.

Fermnastian lersedisnys anggaran atas program prioritas
dan  pemenuhan Belanga Wanbk  dalam APBD
sehagaimana  dimaksud  pada avar 1] dilakukan
bersarnaan dengan evaluasi Rancangan Perda tentang
AFT yang dilaksanakan scsual dengan ketentuan
peraturan perandang-undangan mengenar pengelolaan
Keuangan LDaerah.

Paragral 2

Felaksanaan

Pasal 11

Penyelarasan kebyakan hskal pusat dan Daerah dalam
tahap peclaksanaan dilakukan  dalam  hal  erdapal
arahan Presiden arau kesepakalsn antara Pemerintah
dengan Dewan Perwakilan Baloyot.

Cralam bal terdapat arabhan Presiden atau kesepakatan
antara Pemerintaly dengan Dewan Perwakilan Rakyatl
tebapaimang dimaksud pada avat (1), mentori vabg
menyvelenggarakan Urusan 'emerintahan dalam negeri,
Menten, danfatau menten/pimpinan lembaga eknis
terkait melakukan kooedinasi guna menyvusun
kebijakan sesuai dengan kewenanpan masing-masing,

{3] Berdosarkan . ..
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(3} Berdasarkan kebiakan scbagaimana dimaksud pada

ayat [Z], Pemenntah Daerah menindaklanjun paling
sendibedt melalui;

a. perubzhan APBL:
b, pergescran anggaran danfataug
C.  penvesudaiat straleg rnplemenias,
(4] Tindak lanjul kebijakan scbagaimana dimaksud pada

avdl (3] dilaksanakan sesuar dengan ketenfian
peraturan perundang-undangan.

Eupian Ketien

Fenelapan Balas Maksimal Kumulacif Defisic APBT dan
Pembiayvaan Nang Dasrah

Pasal 114

{1] Anggaran Pendapatan Daerah wvang lelnbh kecil darl
anggaran Belanja Daerah yang mengakibatkan defisic
AFPBD, dituiup dar Pembinvaan neto,

{2] Pembaayaan nelo sebapaimoana dimaksud pada aval [1}
merupakan  sehisith antara penerimaan Pembbiayaan
dengan penpeluaran Pembiayvaan.

(3] Penerimaan Pemhiayaan sebapaimana dimaksud pada
ayal (3] dapal berupa Pembiayvaan Utang Daecah.

Paxal 11

(1 Jumlabe komalaiid delisit APBD dan defisit APRN ticlak

meletihi 3% (tiga persen) dari perkiraan produk
domestik bruto taliun anggaran berkenoarn.

(dp Dehisit APED yanpg diperhitungkan dalam  jumlah
kumulacil defisit APTT dan defisit APBN scbapaimana
ditmakisud pada ayat (1] merupakan defisit APBD yang
dibiayal dari Pembiavaan Utang Dacrah.

{3] Penetapan . . .

SK No 207016 A
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Fenetapan hatas mabksimal kamulatif defisit AFBD
sebapaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan dengan
memperhatiian perkiraan defisat APTIW.

Batlas mabksimal kumualatf defisit APRD sehagaimans
dimaksud pada ayvar {3, mencakup batas maksimal
defisit APBD seriap Dasrah.

Jutmlah kumulaltl]! pimaman Pemerintabh dan
Pembiayaan Utang Daeral  tidak  cnelehih 60%
fenam puluh persen] dari perkiradan produk demestik
hirato fahun anpgaran berkenaan.

Balas maksimal kumulatf defisit APBTI, batias maksimal
defisit APBD setiap Dacerab, dan jumlah kumulatf
Pembiavaan Utanyg Daerah sebagaimana dimaksud pada
Ayvat [, ayat (4], dan avat [3) untuk tahun angraran
berikulnya  paling  lambat  Tulan Agustus tahun
anggaran berjalan dao ditelapkan dengan Peraturan
Blentar.

t*asal 12

Dalam rangka penyusunan APBD, Pemerintah Daerah
tnelaporkan tencana defisic APBDD uniuk  tahun
angparan berikutnya kepada Menterd dan mentern yang
tenvelengparakan Urusan Pemeorintahan dalam negeri,
paling  lambar bulan  Bepternber 1abun  anpsaran
berjalan.

Daiam  rangks peovusunan  perubahan APBD,
Pemerinlabh Decrah melaporkan remcana defisit
perubahan APBD kepada Merlen dan moenton vang
menyclengearakan Urusan Pemerintahan dalam negeri,
paling lambat TDulan  Apustus  tahun  angpatan
berkenaatt.

Dalam hal rencana defisit APBD yang dibiavai dari
'embiavaan Utang Daerah melampani batas maksirnal
vang telabh ditetapkan  Menters, Kepala  Dacrah
mengsjukan permohonan pelampauen balas maksimal
defisit APED kepada Menteri.

(4} Atas _ ..
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Alas permohonan schagaimana dimaksud pada ayvat {32),
Menteri  dapat memberikan persctujuan atas
pelampavan halas maksimal defisit AMBD masing
masing dacrah dengan ketentuan tadak melebihi batas
maksimal kumulatit deiisit APBD.

Parzetujuan atas pelampagzsn balas maksimal defisit
APBD sebapaimana dimaksad pada avat (4 diberikan
paling lambat 14 [cmpat beias] han kera  sejak
permehonan  schagaunana dimaksud padas ayat (3
ditcrima secara lengkap dan Lenar.

Surat perselljuan pelampauan batas maksimal defisit
APED  merupakan bapian darn dokumen  evaloasi
rancangan Perda tentang AFBD.

Fasal 13

Menter: yahg menyelengparskan Urusan Pemenntahan
dalam negeri melakukan pengendalian aras delisil APBD
provinsl berdasarkan batas  maksimal defisit APBD
masing-masing Daerah vang ditctapkan olech Menteri.

Gubertiur sebugal wakil Pemenintah 1*usat melakukan
pengendalian atas  delisit APBD kabupaten fknots
berdasarkan batas maksimal defisil APBD  masing-
masing Daerah vanyg ditelapkan oleh Menteri.

Pengendalian atas delisit scbagaimana dimaksud peads
avdl (1] dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi
terhadap rancangan Perda tentang APRTY,

Pasal 14

Pemenntah Dacrah wajlbk melaporkan posisi realisasi defisit
APEY vang dibiayal dengan Pembiavaan Utanp Taerah
untuk tahun angparan berkenoan kepada Menteri dan
menteri vang menvelengearakan Urusan Pemenntahan
flalam negperi seliap semester,

Bayian . .



SK No 207019 A

PHESIDEMN
REPLUBLIK INCONESIA

-G -

Bapgian Keempat

Pengendalian Dalam Kondisi Daracae

Pasal 13

(1} Dalam kondisi  darwrat, Pemeriniah melakukan

(2]

(2]

pengendatian dengan:

a. melaksanakan PENEULEAMEAAD PCcnEZUnaat
(refecusing] dan realokasi APRIN;

b. mecngarahkan penglamann P OEEINENN
(refoen=ing) dan realokasi APBD, serta miclakukan
perubahan penggunaan APBL,

i, menctapkan  penyesuaian  atas Rumnaladil  defisit
AIPBLY  dengan tmemperhatikan  defisit APEN:
dan/atau

d. menetapkan penvesuaian batas rasic Pembiavaan
Utang [herah atas produk domestik bruate.

Pengulamasn ponpgunaan {refoeustig) dan realokasi
APBN scbapaimana dimaksad pada zyval (1] buarl a
dilaksanakan sepanjang diatur dalam undang-undang
mmengenal APBN,

Dalam keondizi darurat, Pemeciniah Doerah owajib
menjalankan  penpendalian scbagaimana  dimaksuod
pada ayat (1) hurul b, hura! ¢, dan/atau hueal d.

Pazal 1

Ketentuan lebih  lanjur mengensai pengendalinn dalam
kondisi dararal diatur dengan Peraturan Menleri sefelah
berkoordinasi denpan  menterl vang  menyelengparakan
Urusan Pemerintahian dalam neperi.

Bapglan . . .
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Bagian Kelimma
Sinergl BAS

FPasal 17

sincrgl BAS pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dilakukan munmal melalud penvelargsan poogram dan
kepiaran serta kelusaran dengan kewenangan Daccah
talam kerangka hevangan Nepgara dan sinerg kebijakan
fiskal nasional,

Sincrgl BABS sebapairnana dirmaksud  pacds oayal (1)
untuk:

a. menyusun konselidas: nformast keuangan
Permernintah Cracrah sccara naziconal;

b. konsobdas informas. keuangan Pemneriniab dan
Pemerimiah [aerah; dan

¢, penpelolaan TED yvang efelkril.

Penyelarasan program sebapaimana dirmaksod  pacla
avat [1] mengacu dan selaras dengan propram vang
dizelenprarakan oleh Pemenimlah.

Penvelarasan  keglalan  sebagmimana dimaksud pada
aval {]] mengacy dan sclaras dengan kegiatan vang,
disclengearakan cleh Pemenintah.

Penyclarasan keluaran szebapaimana dimakswd pada
avat (1) mengacu dan selaras dengsan nnoian keluaran
tlan klasiikas) rincian keloaran vang disclenggarakan
nleh Pemeriniah,

Fasal 18

AN pada Pemernntah Dacrah schapaimana dimalizud
dalam  Pasal 17 ayat (1] menjadi pedeman  bag
Pemerintah Dacrah dalam melakukan kocdehlasi sk
vang menggambarkan strukiur APRD dan  laporan
kevanpan  secard lengkap sesual dengan ketentuon
peraluran perundang-undangan mengonal pengelolaan
Keuanpan Dacrah.

12) Kndefilasi . - .
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(2] hodcelikasi sinergl BAS digunakan aoleh Pemerintah
Daerah dalam rangka pengeiclaan keuangan Daerah
tlan  pelaporan penggunaan TED  secara digiral
dliletapkan nleh Mentern

(3] Kodelikas) sinergl BAB sebapaimana dimaksucd padas
ayat [Z} wajlb dimutakhirkan secarn berkala anruk
mendukung sinergi Kebijakan fiskal nasional,

(4] Permulakhiran koedefikasi sinerpi BAS  sehagaimana
dimaksud pada avat (3] menjacdi salah satw dasar
pemutalkhiran . BAS  pada  Pemerintalh Daerah
sebapantana dimaksud pada ayar (1} vang dilakukar
secara berkala,

FPazal 11

Eetentuan lelih lanjul mengenal sinergl BAS diatur dengan
Peraturan Mentert setelah berkoerdinasi dengan menteri
vang menyclenpggarakan Wusan Pemerintahan dalam
TLEER T,

Bagian Keenom

Platiorm Digital Sinergi kKehijakan Fiskal Nasienal

Maragraf 1

Umarmn

Pasal

Penyelenpearaan platform dipital sinergl kekdjakan 1iskal
nasional memonuln prinsip interoperabilites, akuntabilitas,
keamanan, akurat, velevan, tepat wakin, dan dapac
dipcriangpungjawabkan.

Pasal 21 ., .
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Pasal 21

Platform digital sinerpl kebiakan liskal nasional mehpuarti:

A,
b.
€.

il

i1

¥

(<3

(1)
(<]

penyelengearaan platform digical;
data dan imformasi digital;

digitahizasm pengelolaan hubiingan kKeodngan  Antsara
FPermerintah fdun Pemernintahan Dacrah;

konsolidast intormasi keuangan Pernerintah Daeraly, dan
penyajian [nformasi Keuangan Daetab.

Parageal 2

Penyelenggaraan Platform Digital

Pasal 22

Femnerimtah membangun HLHTEtT nfurmasi
pembanpunan Daerah, penpelolaan Kewangan Dacrah,
dan infurmas lainova melalud platdorm digital.

sislem informast schagaimana dimakesind pads ayal (1)
terinterkoncksr dengan siatem  informasi konsolidasi
kebijakan fiskal nasional.

Sistemn informasi konsolidast kebijakan fiskal nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan
dalam bentuk SIKD secara nasional dan digitalisasi
hubungan  keuangan  anfara Pemenntazh  dan
Pemerintabhan  Daerah  yang  disclenggarakan  oleh
Menlen.

Faszal 23
Menter menyelengparakan SIKD secara nasinnal.

Petwelenpgaraan 3S[KD sccara nasional sebapaimana
dimaksud pada ayat {1) bertujuan uegk:

1. mendukung  perumusan kebijakan hubunpgan
kruangan antara Pemeriniah dan Pemerintahan
Daerah,  kKebijakan  Keuangan  Dacrah,  dan
pengendalian Askal nasional;

b. menvajikan . _ .
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menyajikan  informas) kewangan Dacrah secara
nasional;

mendukung  konzolidasi informasi kegangan
Pemerintah dan Petnerimlah Dascah dan pengelolaan
THRTY yang elektil;

mendukung perecpatan dan perluasan digitalisasi
Dacrah  sclaras dengan  keksjrkan  transivrmast
cligital nasional;

memperkual  perumusan kebijakan dengan
memantaatkan kebtjakan bertsasas datn (duter driven
policy); dan

melaklikan  prmantavan.  poengendabian,  dan
svaluast  implementast kebgjakan hubuangan
keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan

Daeral, penpgelelaan Keuangan Daerah, pengelolaan
kinerja, dan pengelolaan Nskal Dactabh lainnya.

Pasal 24

Pemerintah MNaerah  menvelenggarakan =istom
nfurmast teointegrasl melaha plattorm digital antak
menghasilkan data dan infoemasi digital,

Sislem mnformast vang dizclengearakan oleh Pemerintah
Duaerah  scbagamimana  dimaksud  pada  avat  {])
terinterkoncksi dengan SIKD dalam rangka mendukung
sinergl kebijakan [skal nasional,

Paragral 3

Data dan Informas Lgiral

Pasal 25

Petnerintah Naccab waph menyediakan data dan//atau
inlormasi digital.,

(2] Datp .
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Data  danfalau nfoermast digital  scbapaimana
dimaksud pada ayat {1) erdir atas:

a.
b

Informasz Keuangan Daervah;

informasi kinerja Daerah, termasyk data lransaks
Pemerintah Daecah;, Jdan

iltiermasi ldinnya,

T*asal 216

Inflormaszy Keuangan Daerab sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 avat (2) hurof 0 minimal metnuat

imn{ormasi:

a. perencanaarn,

b1 pEngangpATEn;

. pelaksanaan;

d. pcnatauzahaan:

c. pelaporan; dan

. pertanpgunpjawaban.

[mformast Keuwangan Dacrah scbagaimana dimaksud
pada ayvat (1} digunakan untuk.

.

¥
T
d

toerumusakan kKebijakan Keuangan Dacrah;

. menyelengparakan penpelolaan Keuangan Daepah;

mclakukan evaluasi kinerja Kewanean Caerah;

. menyediakan slalistik keuanpan Pemerintah

Daerah;

mendukung keterbukaan informase kepada
masvarakat;

mendukung peoyelengearaan SIKD,

mclakukan evaluas: penpelolsan Keusngan Dacrah;
dan

menyusiin Kapasiias Fiskal Dacrah,

[A] Ketentuan - ..
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Kerentuan lelnh lanju mengenst Kapasilas Fiskal
Ducrah scbapaimans dimaksud pada avat (2] hural h
diatur dengan Peraturan bMenter.

Pasal 27

Pernerinlah Daerabh menvampadkan data dan/ataa
informast dipital  schagaimana  dimaksud dalam
Iazal 23 kepada Mentenn dan  menteri  vang
menyelenpgarakan Urusan Pemenntabat dalmm neperi.

Diata dangdatan nformas digital  sebapaimans
climaksud pads ayat (1) wagib diwclaraskan dengan BAS
untuk Pemenntah Dacrah

Data danfatau  informase  digical  sebapaimana
dimakzud  pada avst (1) dan ayal {2 Jupal
dibagipakaikan dengan sistem informasi lain.

Paragral 4

Digitalisas1 Pongelolaan Hubungan Keuangan antara
FPemerintah dan Pemerintaban Daerah

(1]

(2]

Puayal 23

Menten menvelenggarakan  dipitalisasi  pengelolaan
hubuvungan  keuangan antara Pemerintah dan
Pemerintahan Daecrah dalam rahpks sinergl keltnjakan
fiskal nasional

Chgitalisast penpelolaan hubunpan kcuanpan antara
Pemenmtah dan Pemenntahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1), dilakukan melalyi:

a. petwiapan rimusan (@l kelida Jan kebgpalkan
1eknis di bidang dipilalisas) pengelolaan hubungan
keuangan antara Pemenntah dan Pemerintahan
Daaral;

ba. premmbmnguanan .o
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b pembangunan, pengetnbangan, Jan pemeliharaan
digitalisasi penpelolasn hubungan keuangan ancara
Pomernntah dan Pemerintahan Daeraly

¢ penyusunan standar dan pembakuan digitalisasi
pengelalaan hubungar keuangan BnLAT
Pemerintah dan Pemerintahan Daerab; dan

d. penvapan informast digitalisast pengelolaan
biubungan  keuwangan  antara Pemerntabh dan
Femerintahan Dacrah kepada masvarakat,

Pasal 29

1) Digitabisasi pengelolaan hubungan keuvanpan anmiam
Pemenntah dan Pemerintahan Daerab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 gvatl (2t dilakukan dengan
menghubungkan  berbapal  sistem infortoasi dan
elosisiem digital,

(2} Nalam  tangka menghubungkan hecbagal  sistem
informasi dan ekossiem digital sehagaimana dimaksud
pada ayat (1), kementerian yang menvelengparalan
Urusen Pemernntahan di bidang Kevangan Newara
dapat melakukan knordinas dengan
kemenrerian flembaga dan Dacrab serta  pemanghky
kepenlingan lainnya  sesual denpan kelenluan
peraturan perundang-tmlangan,

Paragraf 3

konsolidast Infurmas) Keuangan Pemerintab Daerah

Pasal 30

[1] BMentern menyusan  konsoledasi infurmasi keuangan
Pemerintaby Daerah secarts nasional, berdasarkan dara
danfarau inlormas digital scbagaimana  dimaksud
dalam Pasal 27.

(2] Konsolidasi . . .

SK Mo X0T026 A
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Konsolidas informasi keuangan Pemenintah Thaetah
sebagaimana  dimaksud  pada  avat (1} minimal
digunakan Jalam rangka sinergl kebnjakan  liskal
nasional, penyusunan statisik kcuangan pemerintah,
dan ponyvusunan laporan keuangan  secara tiasionsl
vang sclaras dan terkonsolidlasi.

Paragral &

Penyajian Informasi Keuangan Daerah

i)

i2)

Pasal 21

Menicern menyakan [nformast Keuangan Daerah secara
nasional dan bersifat lerbuka melalul situs resmi
tlat fatan menggunakan berbagan platform digiral

Sctiap  Pemerinfah  Daerah menvajikan Informasi
kevanpgan etah dan bersifat terbuka melalu sitos
resil danfalan menggunakan  berbagai platinom
ripital.

Pasal 372

Ketenluan lebih lanjut mengenar platforto dipital sinerg
kebijakan liskal nasional diatur dengan Peraluran Menter.

(1]

Bapian Keljuh

Sankz1 dan [nsenul

Pasal 32
Menteri dapatl membenikan sanksi berupa:
a4, tcpuran tertulis;
B, penundarn TKD; dan/atag
c.  petmatongan TR,

[2) Sanks . ..
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Sanksi scbagaimana dimakesued pada ayat (1) diberikan
dalami hal  Pemerintabh Dacrah  tidak  melakulbean
kewnjibannya lerkait sincrgl kebijakan fiskal nasimal
dat penyediaan data danfdaraun  nfoemasi o digital
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan
*asal 31.

Pasal 34

Pemerintah  dapat memberikan  inserntil  kcpada
Pemerintah Daerah berdasarkan  capaian kinerja
Pemoerintah Nacrah.

Nalarm  rangka  sincrgl kebijakan  Askal  nasional
Pemenintah Daerah provinst dapal memberikan insencif
bagl kabupaten/kors i wilayahnya berdasarkan
capaiat kinera Pemenntah Dacrah kabuparen fkota di
wilayvahimya,

Dalam rangka sinerpi  kebijakan  Nska]  nasional
Femerintah Daerab kabupaten/ kota dapat memberikan
ingentlf  bag dusafleclurahan o wilayahnya
bBerdusarkan  capalan  kinernja  desafkeluraban di
wilavahnwa,

Fazal 35

Ketentuan letsh Janjat mengenal bentuk dan tata oarg

pemberian sanksi dan inscnol diatur dengan Peraturan
Menter.

BABTIL. ..
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PEMBIAYAAN UTANG DAERAH

Baman Kesaill

Frinsip Umum

Fazal 3

{1) Pembiayaan Urang Daerabh dipunakan untuk
mernbiava  Urisan . Pemenntahan vang  menjadl
kewenanpan Dacrah.

{2] Pereeclolaan Pemblavaan Utang Daecabh sebagaimans
dimaksud pada ayat [1] harus memenuhl prinsip:

a. taal pada  ketentuan  peraturan perundang-
undangan;

transparan;
akunlabel;

clisicn dan ciekrf,
kchati-hatiang dar

L = TR N =

proie sional.

Pasal 37

Pembizyaan Utang Daerah terdiri atas:
a. Pinjaman Daccah,

h, Cbligasi Dacrah; dan

c. Sukuk Daerah.

Pasal 38

(11 Pemerintah  tidak memberikan jaminan afas
Pembiayaan Utang Daerah.

(2} Pemerintaly Daerah dilarang melakukan Pembiayaan
langsung dari pihak luar negeri.

I'asal 39 . ..

SK Mo 2070029 A
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Prasat A0

Perneriniab Dacrah menctapkan nilal bersih mmeksimal
Pemblaydan Utang Dacrah sctiap tabunnya.

Milal becrsth maksimal Pembwayaan WMang  Tacrah
schagaimana dimaksud pada aval (1) dalam 1 [satu)

tahun angparan rerlebih dahulu mendapat perscrujuan
DPED.

Persetwjuan  DPRD scbagaimana  dimaksud  pada
ayat (2) diberikan pada saat pembahasan APRIL

Dalam hal tertentu, Kepala Daceah dapal melakukan
IPembiavaan Utang Daesrab melebihi nilal bersib
maksaimal vuang telah disetujui DPRD scbapaimana
dimaksud pada ayat {2 dan dilaporkan  sebapai
perubahan APED tahun vang bersangkualan.

[*asal 40

FPembiavaan Utang Daerah  sebapaimana  dimaksud
dalam Pasal 3 haris memenuhi persyaracan rcknis
minimal:

. administras:;
b, ktuangan; dan
v, kelayakan kegiatan.

Perayaratan kellang=n scbapsaimana dimaksud pada
gval (1] huruf b terdinl atas:

a. batas maksimal Pernliayvaan Ulang Dacrah;

b. rasin  kemampuan  keuangan  Dacrah untuk
mengembalikan Pembiavaan Utang Daccah: Jdan

€. hbatas maksunal defisic APBD yang bersumber dar
Pembiavaan Utany Daerah,

vang dihitung pada saat pengsjoan Pembisyaan Utang
Daerah.

{3] Batas . ..
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Butas  maksimal  Pembiavaan  Uiang  Dacrah
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2 huaraf a
merupakan jnnlab sisa Pembigvaan Utang Dacrah
ditatnbah jumlah Pemtiavaan Uang Dacrah vang akan
dilarik udak melebiht 73% [tujuh puluh ma persen)
dari jumlah pendapatan APBTY tahue sehelumnya yang
tidak direntukan penggunaannya,

Rasio  kemampuan  Kewsnpan  Dacralh uotok
mengembalilkcan Femblayoan Utatg Dacrab
scbapaimana  dimaksud  pada avat (2] hurul b
ditcrapkan paling sedikit 2.3 [his koma lima).

Baras maksimal defisit APBD yang bersumber dar
Permltnavaan Ulang Dacrah scbagaimana dunaksud
pada sval (2] hurof © scsual ketenuan dalam Peraturan
Menten mengenal batas maksimal kurolan] dedisit
APPBLY, batas mak=imal defisit APRD dan jumlab
kumualatf Pentbwayasan WMang Muerah sebhagaimana
dimaksud calarm Pasal 11 arat 6],

Ketentuan leih lanjut mengenai:

a. batas maksimal Pembiavaan Ulang Dacrah;

b milan rasin Kemampuan  Heuwangan  Daeraly;
dan/atan

. perubahan  amax besatan batas maksimal
Permbiavaan WMang Daerah danfatau ndalr rasio
kemmampuan Keuangan Dacraly,

dintur denpan Poraluron Menteri.

FPasal 41

Dalatn hal Pernbnayasn Litang Dacrah vang telah
memenuhl persyaratan tcknis =ebagarmana dimaksael
dalam Pasal 40 melebihy sisa masa jabatan Kepala
[kaerah, haros mendapat pertimbangan dacr Menderi,
mentert yang menvelenggarakan Urussan Pemerntaban
dalam negeri, dan menleri vanpg menyclenpggarakan
Urnsan  Pemerintahan  di bidang  perencanaan
prmbHEnEunEan nasional.

[2) Kepala . L.
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Hepala Daerah menyampaikan rencana Pembiavaan
Mang Daerab yang melebihi zisa masa jabatan kepada
henten, menteri vang menyelenggarakan  Ulrusan
Hemerintahan  dalarn negeri,  dan  menieri yang
menvelengrarakan Urnasan Pemerintaban di bidang
perencanasan  pembangunan  nasonal  scbapaimana
chimabes] pads wyat (1) sccara bersama-sama untuk
mendapatkan  pertimbangan, dengan  melampickan
dokumen:

a. s=malinan herita acars pelantikan Kepala Daerah;

.  kerangka aclian kegiatan yang telah mendapatkan
reviu aparat pengawas intcrn pemerintah daerah,

c. FEcncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
perinde berkenaan;

1. RERPD lahun beckenaan;

e, laporan keuangan Pemenntah Daerah  zelama
3 [(tigat tahun terakhir vang telah dizadit Badan
Femeriksa Kewangan;

. APBD tahun anggaran berjalan; dan
£ rancanpgan Perda teatang APBD tahun berkenaan.

Kerangka acuan kematan sebagaimans dimaksud pada
avat [2] huraf b disertal denpan dokumen  studi
kelayakan dalam hal Pembiayaoan Utang Daerah berapa
Pinjaman [acrah, Obligast Daerah, danjatau Sukuk
Dacrah dilakukan  dalam rangka Pembigyazn
pembangunan [nfrastrukiae Daerah.

Datatm hal dokumen sebapaimana dimaksoud pada
ayat {2) Lelah tersedia dalam platform digital sinerpi
kebyakan Niskal nasional, Pemerntah Daerah ridak lagi
melampirkan dokumen dirnalesind.

[o] Menteri . . .
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Menteri, mentert vanpg  onenyelengparakan Urussn
Pemerintahan  dalam  negeri, dan  menteri  yang
menyelenggarakan Urasan Pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional atau pejabat yang
dittiguk, menerbitkan taoda ukli penerima=n surat
beserta kelenpkapan dokumen sebapaimana dimaksod
pada avat [2] kepada Kepala Daerah,

Pertimbangan Menteri, menteri yvang menyclengearakan
Urusan Pemenntahan dalam noperl, dan portimbangan
menteri yang menyelenggarakan Uruzsan Pemnerintahan
di  bidang perencanaan pembanglnan nasionsl
sebapaimana  dimaksud pada ayat [1} disampaikan
paling lambat 13 jlma belas) hari kerma setelah
diterbitkannya wanda bukrn  penermaesn stacal
sebapaimana dimaksud pada avatl {S).

Dalam rangks memberikan periimbangan sebagaimana
dimaksucl nacla Ayl 1. mentern Yanpg
menyvelenggarakan Urusan Pemerintahan dzalam negen
meclakukan pentlalan terhadap:

a. kesesuaian kegiatan dengan uriasan vang menpadi
kewenuangan dactah;

b kesesualan program danfatau keplatan dengan
dokumen perencanaan dan penganggaran daerah:
dan

c.  sinkrenisasi Pembisyann Wang Doaerah dengan
pendansan  Dacrah  sclain Pembiavaan  Utang
Daerah.

Dalam rangka memberikan periimbangan scbagaimana
dimaksud pada avat {11, menteri Yang
menyelengearakan Urasan Pemerintaban i bidang
perencanaan pembangunan nasuandl melakukan
pentlanan terhadap kKesesuaian [HETH MU ATIAATL
pembangunan dengan memperiimbangkan aspels

a. stracegs,
L. rekms;

. helembagaan;

d. ekonomi . . .
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ekomioeni;

dampak sosial dan lingkungan;

= O o

pcmbiayaan; dan
g rikigasi risiko.

Dalam rangka memberikan pertimmbangan sebagaimana
dimakszud pada avatl (1), Menleri melakukan penilaian
terhadaps:

4. balas maksimal Pembilayaan Utang Daerah;

B rasio  kemampuan  Kevanpgan  Daerah untuk
mengetmhalikan Pembisyaan Utang Dacrah; dan

n. batas maksimal defisit APBD vang bersumber dari
FPernbaayaan Dtang Dacrah.

Menteri, mentert vang  menvelenpparakan  Urngsan
Pemenniahan  dalam  nwepgeri, dan  menlerl yang
menyelenpgarakan  Urusan Pemerintahan di bidange
perencanaan permbangunan nasiondl socara bersama-
sama  membabas  permohonan Pemblayvaan Utang
Daerah sebapaimans dimaksud pada ayat (1) dan dapat
melibatkan kementerian lembaga terkair.

Mcnteri, menteri  vang menvelenpgarakan  Urusan
Pernerintahan  dalam pepen, dan menteni vang
menyelengparakan  Urusan Pomerintalan de hidang
prrencanaan pembangunan nasional dapal menanjuk
pejabat unruk mewakili dalam membahas permohonan
Petnlnavaan Ulane Davrah scbagaoimana dimaksud
pada ayat (10],

Hasill pembahasan  sebagammena  Jimaksoad  pada
avat |10} dituangkan dalam berita acara dan menjadi
dasar  dalam pern b rian pertimbangan atas
pertrnbonan Pemtnavaan Tang Dacrah,

Dalaim hal terdlapat menten vang dak menyampaikan
pertimbangan dalam  Jangka waktu sebagasimana
diraksud  pada ayvat (6). mentenn dianggap  telah
menyampalkan pertimbangan sesual dengan berila
meara schagaimana dunaksud pada ayal (12).

Pasal 42 . . .
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Fazal 42

Untuk Pamhiayaan Wang Dacrah vang melebihi sisa masa
Jabatan kepala Daetah berupa Pinjaman Daerah yvang
melalul penerusan pinjaman dan luar negerd, pertimbangan
menterl vang menyelenggarakan Urusan Pemnerinlahan di
bidang perencanaan pembanginan nasionsl schagaimana
ditnaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan melalai
penyampalan daftar kegiatan pinjaman dart luar negeri.

Baglan Kedua

Pinjaroar Daerah

Pasal 43
(1] Pmjaman Daerah dapat bersumber dari;
4. Pemerintah;
b. Pocmerintah Daerab lain:
c. LkB; dan/fatau
d. LK.

2] Piryaman Chaerah dapat berbentuk konvensional atau
syariah.

{3) HKesepakatan pinjarmnan dituangksn dalam peranjian
pingatoan yang ditlandatangant oleh Kepala Bacrah dan
pernbin pinjaman.

{#] Pernanpan pingaman scbagaimana dimaksud  pade
ayat (3] dapat dilakukan perubahan atas kesepakatan
Kepala Daerah dan pemberi pinjaman scpanjang tidak
hertentangan dengan ketentuan peraturan periindacg-
undangan.

{3] Dalam hal tegadi keadaan damarat berupa bencana
skala nasional atau beneana skals dacrah yang
menyehabkan pclunaszan Finjaman Dacrah
sebapaimana  dimaksud  pada  avat (1) melebihd
kerkentuan dalam perjanjian pinjaman, dapat dilakukan
perpanjangan  wakil pelunssan melalul perubahan
PEATLIALL JHITJHITIAL.

Pasal 449 . ..
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Pasal 44
Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:
a. pengelolaan kas,
b, Pembaayaan pembangunan [nfrastruktur Dacrah;
o pengelelaan portofolio vtang Daerah; dan/ ataw

dd.  penerusan pinjaman dan/atau penverraan oozl
kepada BUMD.

Pimjaman TDaerah dalam rangka peneclolaan kas
sebrpaimEana dirnaksud pada ayat (1) buruf a dilakukan
lidak dengan perscryjuan DPRD.

Mnojaman Daeral dalatn  rangks penpelolaan kas
scbagaimana dimaksud pada aval (1) hooal 5 harus
tlilunast dalam whun anpgaran berkcnaan.

Pinjamnan  Dacrah dalam rangka Pembiayaaso
pembanpunan  [nfbrascruktur Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurud b dapal herupa pinjsman
tunal danjatau pinjaman kegialan.

Finjaman Daerah dalam ranpka penpelelaan portofolio
Llang Daerah sebapaimana dimaksud pada ayet (1)
burw! ¢ untuk menjaga komposis Utang vang optimal
dan untuk meminimalkan bigva utang vang terkendal.

FPinjaman Cracrah dalam rangka penerusan pinjaman
dan/atau  penvertaan sl kepada BUMD
schagaimana dimaksued pada ayat (1} huruf d berupa
penugasan dan Perneriniah ataw Pemeorintah Daerah
kepada BUMD untuk membiayal program fkegiatan
vang bersidat stracegis nasicnal atau penugasan lainnys
seslal  dengan ketentuan  peraturan perundang-
undangal.

Foenugazan  Pemerinrah Duerah kepoada BUMD
sebagaimana dimaksod pada avat {B) vang bukan
tnerUpsabean program keglalan vang bermifat strategis
nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang
menvelengearakan Urusan Pemerintahan dalam negern,

I*azal 45 _ ..
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Pazal 45

Fimjaman Daerah yang bersumber darn Pemerintah
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) haruf a
herasal dart APFBEXN,

Pinjaman Daerah vang bersurmbwer dari Pemerintah
schapaimana dimaksud pada ayal {1] diberikan melalud
Mciteri setelah mendapatkan perlimbangan menterd
vahg menyelengparabkan Urusan Pemerintahan dalam
negenl dan menten vang menyelenggarakan Urusen
Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.

Mmpaman Daerah vang bersuymber dari Pemenintah
sebapaimana dimaksud pada avat [1) dapat dilakukan
relallyi periugasan kepada LKB atau LEBB.

Pasal 46

Pelaksansan Pinjaman Chacrah yang bersumiber dac
Pemerintah sebapaimana ditoaksisd dalam Pasal 43
avat (1} bhurul a mengacy pada ketenatuan peratiran
perundang-undangsn tengenal pemberian pinjaman
aleh Permerintah.

hepala  Daerah  menvampaikan  rencana  Pinjamnan

Dracrah kepada Menter, menier] YANE
menvelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri,
dan menteri  vang  menvelenggarakan  Urusan

Petieriiiaban i bidang perencanaan pembanpgunan
nasional sebagaimana dimaksud pada ayal (1) secara
bersama-sama  untuk  mendapalksn  pertimbangan
dengan melampirkan dokumen:

4. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

. Kerangka acuan kegiatan vang telab meodapatkan
rcvin dari aparat pengawas inlermm  pemerintah
daerah

¢.  Rencana Pembanpunan Jangka Menenpgah Daerah
periode berkenaan;

d. RRPL
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eI, RKPT} tahun berkenaan;

e, lapuran keuangan Pemenntab Daecab selama
3 [Lga) tmhun terakhir yang telabh diawdit Badan
Pemenksa Keganpgan;

. Perda mengenai APBD lahun anpgaran berjalan;
tlan

B rancangan Perda mengenal AVBD fahun finjamsEn
berkenaan.

kerangka acuan keginlan sebapaimana dimaksud pada
A¥al (2] hurul b discrtal dengan dokumen siudi
kelavakan dalam hal Pinjaman Thaerah  dilakuban
dalam rangka Pemblayvaan pembanglinan Infrastruktar
Dacrah.

Menter, menlen yang moenyvelenggarakan  Uruszan
Petnermtahan dalam  negen dan menterd vanyg
erienyelengpurakan Urnsan Pemermtahan i bidang
perentanaan pimbangunan nasional alau peiabal vang
ditunjuk, menerhitkan tanda bukti penerimaan surat
beserta kelenghapan dokumen scbagaimana dimaksaud
pada avat [2) kepada Kepala Dasrah.

Lralam rangka memberikan perlimbanpan schagaimana
dirnaksud Pada Ayat 124, menrert vang
menyvelengparakan Urusan Permerinlahan dalam neger
dengan melakukan penilaian terhadap; .

4. kescsuaian Keglalsn denpan urusan vang memads
kewenuangan dacrah;

b kesesudian program danjatau kegistan dengan
dokumen perencanaan dan pengaogearan daerah;
dan

c. sinkronsasi Pinjaman Daerah denpan pendanaan
Daerab selain Pinjaman Dacrah.

{6 Dalam . ..
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Cralam rangka membenkan pertimbanpan sebagaimana
tdirmaboesid Padla aval {21, M OLeTL VAng
minyelengparakan Urusan Pemernntahon di bidang
perencanaan  pombanpunan nasional  melakukan
pciulalar terhadap kesesualan RErercanaat
pembanpunan dengan mempeariirntmngkan aspek:

A, slralegis;

b, tekomis;

c. keclembagaan,;

d. ekonomi;

. dumpak susial dan lingkungan;
f. prmbiavaan; dan

E. mitlgasi risiko.

Fertimbangan menratn yang menvelenprarakan Urosan
Femerinlahan  dalam  negeri dan menternn vang
menyvelengearakan Lruasan Pemenntahan di bidang
perencanaan  pembangunan naswonal  sebhupaimmana
dirmakeitnd pada soval [9) dan zval (6), diberikan paling
larntat 15 (lima belas| har kerja scjak diccrbitkan tanda
buktl pencrimaan rencana Plgaronan Daerah.

Lralam hal pertimliang:n S T 1= vATIR
renyelengparakan Urusan Pemenntahan dalam negen
dan  menteri vang  menyvelengparakan Urusan
Femernintahan di bidang perencanarn pembanglinan
tasieral  belum diberikan sampal batas waktu
sthagaimana dimaksud pada avat (7), menteri vang
menyelengparakan Urusan Pemerintahan dalam neperd
dan menlenn yang  menvelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunat
nasicnal dianggap telah memberikan  pertimbangan
yang meonyvatakan bahwa rencana Pinjaman Dasrab
telah scsua dengan kritera penilaian sebagaimanag
dimaksud pada avat [Sf dar ayar (5D

(9} Pertimbangsn . ..
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Pertimlsngan menler yang menvelenggarakan Uruzan
Pemenntahan  dalam  negeri dan  menteri yang
menyelenggarakan Urusan Permerintahan Jdi hidang
perencanaan  pembanguanan nasiong]  sehagaimana
thmalestd pada ayal (V) atau ayar (8] disampaikan
kepada Kepala Dacrah denpan tembusan kepada
Menteri.

Pimpaman Daerah vang bersumber darl Pemerinlah
vang melebihi sisa masa Jabalan Kepala Dacrah,
mekanisme pemberian perimbangan Menten, menter
yang menyclenggarakan Urasan Pemerintahan dalam
neeerl, dan menteri yang menvelenprarakan Urusan
Pemerintahan i bidang perencansan pembangunan
nasotEl  dilakukan melalul mekanisme pemberian
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,

Fasgl 47

Kepala Dacrabh menyvampaikan  rencana  Pinjaman
Dacrah  kepada  Menteri  dan menteri vang
menyelenggarakan Urusan Pemenntahan dalam negen
serla mentern yang  menyelenpggarakan  Urisan
Femenntahan di bwdang perencanasan pembangansn
nasional aras Pinjaman Daerah sebagamana dimaksad
dalam Pasal 45 aval (3) secara bersama-zama untuk
mendapatkan  pertimbangan, dengan  melampickan
dokumern:

a. salinan berita acara pelantikan Kepals Dacrah;

b.  kerangka acuan kegiatan vang telab mendapatkan
Teviu darl 4parat pengawas antern pemerinlah
dacrah;

¢. Rencena Pembangunan Jangka Mconengali Daerah
Periocle berkenaan,

d. RKPD tahun berkenaan:
laporan  keuangan Pemecintab Daerah  selama
3 (tipa) tahun lerakhir yang telah diaudit Badan
Petneriksa Kiuangan;

I Pernds © ..
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. Perda mengenai APBD tahun angparan berjalan,
dan

E. rmancangan l'crda mengenal APBD tabhun pinjaman
berkenaan.

Kerangka acuan kematan sehagaimana dimaksud pada
ayat (1y huarul b disera dengan dokumen  studi
kelavakan dalam hal Pimgaman Cacrah dilakukan
dalam rangka Pembiayvaan pembanpunan Infrastroktur
Cracrah.

BMenreri, menten yang menyelengparaban Urusan
Femerintaban dalam  negeri, dan menteri yvang
menyelengearakan Urusan Pemerintahan di bidang
perencanadn pembangunan nasicnal atau pejabat yang
ditunjuk, menerbitkan tanda Dokt penerimaan sacat
beserta kelengkapan dokurnen sehagaimana dimaksad
pada ayat [1} kepada Kepala Dactah,

Dalam rangka membenkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat 1), Menteri melakubkan penilaian
terhadap:

a. hatas mmksimal Pembiayasn Uwang Dacrah;

b rasin kemampuan  kouwangan  Daerah unfuk
mengembalikan Pembiayaan Mang Daerah; dan

c. batas maksimal defsit APBD yang bersumber dari
Pembiayaan Mang Dacrah.

Draiatm ranglka memberikan perlimbangan scbapaimana
cimalyzild Pada avat (1), Mmentari yarg
menyelengearakan Urisan Pemenntahaty dalam negeri
melakukan penilaian rerhadap:

a. kescsuaian kegiatan denyan urusan vang menjadi
kewenangan [aertah;

. kesesuaian program dang/alag kepiatan dengan
dokumen perencanaan dan pengangearan Dacrah;
flan

e, sinkronisast Pinjaman Dverah dengan pendanaan
[raerah sclain Pinjaman Daerab.

() Dralam . . .
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Dalam rangka metmberdoan periirm Dangun sebapaimans,
dlitnalesud pada avat {14, menten Yang
menyelenggarakan Urusan Pemernineahan 41 bdang
perencanasan pembangunan nasonal  melakukan
penilauan terhadap kKesesuaian DECETICATIAAT
pembangunan dengan mempertimbangkan aspek:

4. siralegls;

b teknis:

kelembapaan;

ekanotna,

Toaon

dampak siial dan linglungan;

1. pembaayaan; dan

£ mitigasl rnsiko,

Pertimbangan Menteri, menteri vang menyelengparakan
Urasan Perneointahan dalam negerl, dan menten yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di badang
perencanaan  pembanpgunan  nasional  sebagainana
dimalkaud pada avat (4], ayat (5), dan ayal (5 diberikan
pabing  lambat 13 (lima Welas| har kera  scjak
dilerbilkan tanda buktl penerimaan dokumen rencana
Pimjaman Dacrah.

Dalam  hal pertimbangan  Menteri, menler vang
menyvelenggarakan Urusan Pemerinlahan dalam neger,
daty tnentent yany  menyelendgarakan Urusan
Pemeriniahan di bidang perencanasan pembangunan
nasional tidak diberikan sampai  batas waktu
scbagaimana dimaksud pada avat [7], Menteri, mmenter
yang menyelenggarakan Urisan Pemerinlaban dalam
negen, dan menternl yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan di bidang perencanaan pembmangunan
nasional dangpap telah membeckan perlimbangan
vang menyatakan bahwa rencand Pinjaman Dacrah
telab mestynl dempan kntena penilalan scbhagaimana
dimalksud pada avat [4], avat (o), dan ovat [B).

(Y] Pertimbanpan . ..
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Pertimbangan Manter, menten yang menvelenpgara kan
Urusan Pocmenntahan dalam ncecrl, dan menterl yang
menvelenggarakan Urusan Poemernintahan di bidang
perencanaan  pembangunan naswonal  sebaganmana
dimaksud pada avat (7} atau ayat [(8) hsampaikan
kepands Kepala Taerah dengan tembiisan kepada LER
alau LKBB yanp mendapul penugasan dan Pemenintah.

Fersctujuan LKEB  atauw LKBE  diberikan dengan
mclakukan penilalan terhadap kelavakan teknis dan
Kelsangar L1 A riemprerhaiin prrlimbanpan
sehagaimana dimalisud pada ayval (9},

Fersetujuan LEE atau LKEB scbagaimana dinaksud
pada avat {1U] dibenkan paling lambat 15 (litna belas)
har  kerja  setelah  ditenmanya  dokumen usulan
rencand Pingaman Daerah secara lengkap dan benar,

Uniukk Pimuman [Oacrah yang  bersumber  dan
Pemerintah melalul penugasan kepada LKB atau LKBB
vang melebihl sisa masa jabatan Kepala Daeral,
mekanisine pemberian pertimbangan Menterd, mmenter
vang menyvelenggarakan Urisan Pemerimtahan Jalam
nepenl dan menleri vang menyelengparakan Urasan
Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasonal dilakukan melahyi mekanisme  pemberian
periimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,

FPasal aR

Firgamnan Daerah yange bersumber darn Pemerintah
Ducrah lain, LKB, dan LKBB schagaimana dimaksuad
dalam Pasal 43 avat (1) hural b, hura! ¢, dan huraf d
dilaksanakan sesuai dengan  kerentuan pemberi
pinjatmarty.

Kepala Daerah meovampaikan  zalinan perjanjian
Pinjauman Dacrah vang bersumber dac Dasrah lain,
LRE, dan LKBB kepada Mentern dan menteri yvang
menyclenggarakan Drusan Pemerintahan dalam neger.

Paseal 4% .
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Pasal 49

Dalatn ratgka pelaksanaan kebyakan [skal nasional
danfataug peoanganan kondisi darurat, Pemenntah
dapal memberikan Pinjaman Dacrabh yang bersumber
dari:

4. PPcmcrintah: dan/fatan

b. LKE ataw LKBB vanp mendapatl penigasan dlarl
Femerintah.

Firyaman NDacrah sebdgaimana dimaksud pada avat [1}
berupa pinjaman tunal danfatau pnjaman kegiatan
dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan aleh
Mentert.

Dalacn hal Pirgaman Daerah dalam rangka penanganan
koodisi darurat scbapaimana dimaksud pada ayat [1)
dmszulkan ocleh  Kepala Daerah  setelab APED
ditetapkan, Pinjaman Dwerab lersebul dilaporkan
sebagal perulmhan APBD tahun vang bersangkutan,

bMenteri dapat menupaskan LKB atau LKEB untuk
mclaksanakan pemberian Finjaman  Daerah yang
bersumber dari Permerinrah sebagaimana dimaksoud
prarda ayval [Ty huraf a,

Pemermlabh dapat memberikan subsidl bunga kepada
Dhacrah yang memanfaatkan pinjaman bersamber dari
LEB atau LKBB vyang mendapat penugasan darl
Pemenntah sebagaimana  dimaksad pada ayal (1)
huraf k.

Besaran subsidl bunga scbhbapaimana dimaksud pada
ayvat (3 dlakukan denpan memperhatikan kalegorl
hapasias Fiskal Dacrah dan kemampuan keuangan
Meprary,

Ketentuan lebih lanjut mengenal pembernian pinjaman
dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional
dan/atan penanpanan koodisi darural dan pemberian
subsidi hunga diabir dengan Peratursn Menten.

Bagian . . .
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Hapian beliga

Oblipasi Dacrah dan Sukult Daerah

Fasal 50

Penertalan  Obligast Dacrah  dan Sukuk  Daerah
cilakukan dalam rangka;

a4, Pembiavaan pembangunan Infrastrukour Daerab;
k. pengelolasn pociofulin wlang Daerah; dan/fatan

C. penerysdan pinjaman danfatan penyertaan modal
kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligas
Dacrah dan Sukuk Daerah.

Qblgasi Daerah dan Sukuk Daerah ditertilkan melalui
pasar wmenlal desneslik dan dalam mata sang rupah.

Penerbrilan melalul pasar modal domestik sebagaimana
dimaksud pada avat (2} dilaksanakan  dengan
mckanisme penawaran Ui,

Penerbitan Dbhgast Daerah dan Sukuk Docrah dalam
rangka Pombilayvaan  pembangunan Intrastrakiore
Dacrah schagaimana dimaksued pacda ayval {1 haouf a
dilakukan uoruk penyelisan sarana ddan prasarana
Dwerah.

Pasal 51
Penerhitan  Qbligasi Daersh dan  Sukuk Daerah
thlakukan dengan persctujuan Menteri setelah
mendapat pertimbangan TR BT THMORE

menye]enggat‘akan Urusan Pemmenolahan dalam negern,

Dalam melaksanakan penerbitan Ohligasi Dacrah dan
Sukuk Daerah sebapgaimana dimaksud pada zvat (1),
Kepala Daerah menvampaikan rencana  pencrbitan
Obligast Daerah dan Sukuk Dacrah kepada Menteridan
meonten yang menyelenggarakan Urusan Pemerinlahan
dalam neger, denpan melampirkan dokumen:

a. salinan . . .
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a. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;

b, kermnpka acwan kepiaran vang telah mendapatkan
revig dar  aparat pengawas  intern pemernntab
daerah;

t¢. Rrncana Pembangunan Jangks Menengab Daeeah
periode berkenaan,

d. RKFL tahun berkenaan;

e lapmran  kKewvanpan  Pemerintah Dacrah sclama
3 Miga) tahwn terakbir yang telah diaudit Badan
Fermeoriksa Keuasngan;

f.  APBD tahun angpardn becjalan; dan

2. rancangan Perda tentang APBD tahun berkenaan.

Menlen dan mmenlerd vang menyelenggarakan Urusan
Pemermiahan dalam oegert alaud pajatsae yang diunjuk,
mencrbitkan tanda buktl! pencrimaan sural beseria
kelengkapan dokumen scbagammana dimaksud pada
ayat {2 kepada Kepala Daeralh.

Dalam rangks memberikan pertiimbangan sebagaimana
dimaksud pada arut {11, enleTL VAang
meiyelenggarakan Urusan Pemenntahan dalam negen
rnelakikan perulaian terhadap:

g, keseslmian kegistan dengan urusan yang meiijadi
kewenangan daerah;
b. kescsuslan propram dan/slaun kegiatan  dengan

dokumen perencanaan dan ponganpgaran davcrah,
lan

¢, simkrnnisasi rencans Pembiayvaan mmelalul Gbligasi
Dacrah dan Sulkuk Dasrabh dengan pendanaan
Pembaavaan selain Ubligasi Daerah dan Sukuk
Craerab.

Bertimbanpan menten yany menyelenpgacakan Urasan
Pemerintahan dalam negen sebapaimans dimaksad
pada avat (4} dibenkan pahng lambat 15 [lirma belas)
hari kena scjak diterbitkan tandsa bukbl penetimnaan
dokumen rencana penerbitan Obligast Dacrah dan
Subkuk Daerah.

(6 Dalam . . .
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Dralam hal periimtrngHn menier Vang
meyelongearakan Urusan Pomerintahan dalam negen,
belum diberikan sampoi batas waktu schagaimana
dimaksud pada ayat =]} menter VAILE
rmenyelengparakan Urusan Pemerintahan dalam negen
thianggap  lelah memberikan partimbangan yang
menyalakan  babws  rencana penschilan OLligas
Daerah dan Sukuk Dacrah tclah sesual dengan kritena
penilaian sebapaimana dunaksed pada avat (4).

Surdl pertimbangan mentert yang menyelanggarakan
Urnzan FPemenntaban dalam  nepert sebapaimana
dirnaksud pada awvat {3) disampaikan kepada kepala
Daerah dengan temnbusan kepada Monteri.

Dualam rangka memberikan perserujuan sebagaimana
dJirnaksud pada ayal (1), Menteri melakubkan penilaian
terhadap:

a. batas maksimal Pembayaan Utang Dacrah;

3. rasin  kemampuan KkKeuangan Daerah untuk
mengrmbalikan Pembisvaan UWtang Daerah; dan

. batas maksimal dehsit APED yang bersumber dan
Pernbiavaan Utang Daerah.

Persetujuan Meptert seBhagammana  dimaksidl pada
ayal (8 dibcnikan paling lambat 12 (Iima belasp han
kerja  sejak ditcrimanya tembusan atas osuarat
perrimbangan oentery yvang menvelenggarakan Urusan
Pemerintahan dalam negert sehagaimana  dimaksud
pada dapat () dlwg segak batas wakio sehapgaimana
dimaksud pada ayal (9] terlampau.

Pasal 22 ...
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Pasal 53

Daulam hal Obligasi Daerah dan sukuk Daerah yang
diterbitkan melebihl sisa masa jabalan Kepala PDaerab,
ponerbitan Obligasi Dacrah dan Sukuk  Daerah
dilakukan dengan persetujuan Mentcri sctelah
mendapat pertiimbangan mentert vang
menvelengrarakan Urusan Pemerinrahan dalam negen
dan  menien vanp menvelengegarakan Urusan
Pemernintahan di bidang PEMCRCANENn clan
pembangunan nasonal

Dalam melaksanakan penerbatan Cbligasy Daerah dan
Subknuk [Faerah sebagaimana dimakaad pada ayvar (1],
Kepala Daerah menyampaikan moncana penerbilan
{dblipast Daerah dan Swvkuk Daerah kepada Menter,
menten vang menyalengearakan Urusan Pemerintahan
dalam nepen dan menlen yvang menyelengparakan
Urasan Permerinlabhan 41 bdang perenocanaan dan
pebangunan  nasional, dengan  melampirkan
dokumen.

a. =alinan henmta acara pelantikan Kepala Daerah,

I, kerangka acuan kegialan vang telah o mendapatiean
revin dart aparal  pengawas  mlern pemerintah
dacrah;

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
periode herkenoan;

EKFPD tahun berkenaan;

e, laporan  keuangan Pemerintah Daerah  zelama
3 [Uga] tahun ferskhir vang telab cdiawedin Radan
Prmeriksa Keuangan;

. APBED tabun anggaran berjalan; dan

g. rancangan Perda tentang APBL tabhun berkenaan.

Kerangka acuan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
Ayal (2] bhaoad b odisectar dengan dokumen sroch
kelayakan dalamm bal Oblgas Dascab danfalau Sukak
Darrah  dilukukan dalam ranpka Pembioyaan
pembangunan Infrastruktur Doacrah.

(4] bentern .
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Menterl, menteri yvang menyelenggarakan  Urusan
Pemenniahan dalam negert dan mentern yang
menyelengegarakan Unasan Pemenntahan di bidang
porcncanaan dan pembangunan nasional atau pejabat
vang ditunjuk, menerbirtkan tanda bubkb penerimaan
sUral beserla kelenplapan deliomen sebagaimana
dimaksud pada avat (2 kepada Kepala Dacrah.

Cralam rangka memberikan perttmbangan scbazaimana
dumaksud pada avat {1], menter Vang
menyvelengegarakan Urusan Pemenntaban dalam negern
mclakukan penilaian terhadap:

2. kesczualan keglaran denpan urusan ¥ang menjadl
kewenangan daeral,

by, kesesuaian peogratn dangarau kepgiaran  dengan
dokumen porsocanaan dan penganggacan daerah;
dan

. sinkronizas) rencana Pembiavaan melaluw Qbligas)
Dacrah dan Sukuk Daerah dengan pendanaan
I'tmbiayvaan sclain Oblipasi Dacrah dan Sukuk
Dacral.

Dulam rangka membenkan pertimbangan sebagimang
dimaksud pada vl (1}, menier: FAOE
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bdang
perencanaan pembangunan naswonal  melakukan
i 1ALET rerhadag L AT Perencanaan
pembangunan denpan memperombanghkan aspek:
f.  SLTOLCENN;
li rekonis,

kelernbrmapgann;

rkonomi;

i
d
. dampak sosial dan lingkungan;
f. pembiayvaan; dan

£

mniripasi risiko.

(71 Pecrtimbangzan . .
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Pertimbangan menten yang menyelengparakan Lrysan
Pemerintahan dalam  nepocnn dan meonteri yang
menyelenggarakan Jrasan Pemermtahan di bidang
perencanaan pombangunan  nasienal  scbagaimana
dirmabsud pada ayat (5) dan avat (6] dibenkan paling
larcthiat 145 [lirma belas) bac kerpa sepak ditertatkan tanda
bukli  penenimaan dokumen remcans penechitan
Cthlipasi Dscrah dan Sukuk Dacrah

Dralarn hal pertimbangan mecntern VANR
mmenyeletprarakan Urusan Pemerintahan dalam negen
dan  menleri vang  menvelenpgarakan Urusan
Femerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional, tidak dibenkan  sampal  batas  waktu
sehagaimatta dimaksud pada avat (7), menteri vang
menyelengparakan Urusan Peooerinlaban dalam negern
dan mentcn vang menyclengearakan Urnusan
Iermmerintahan d1 bidanp perencanaan poembangunan
nasihal dianggap telah memberikan pertimbangan
yang menyalakan bhabwa rencana penerlitan Obligas
Dacrah den Sukuk Dascab Telab sesad dengan kriteria
penilalan scbagaimana dimaksud pada aval [2) dan
avat (8.

Surat pertimbangan menteri vang menvelenggarakan
LUrtisan Pemerimlahan dalam neger clah mentern yang
mecnyclenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional =cbagaimana
dimaksud pada ayat [3] dan ayac (&) disampaikan
kepada kepala Dasrah dengan tembusan kepada
Menteri.

{10} Dalam rangka mcmberikan persetujuan scbagaimana

dirnakzud pacda avat (1), Menteri melakukan penilaian
lerhadap:

d.  balas maksunal Pembaayaan Mang Daerah;

b, rasin kemampuan Kewanpan  Daerah uniok
mengembalikan Pembiayaan Utang Dacrah; dan

¢. batas maksimal defisict APBD yvang bersumber dari
Pambiavaan Nang Dasrat.

(11] Perseilijlaan . ..
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(11 Perseluypuan Mentenn sebagaimana dimaksud  pada

{1]

(3]

ayat {10} dibcnikan paling lambat 13 (lma belas) han
kerja  serak  ditenimanva  tembusan atas  surat
pertimbanpan menteri vang menyelenggarakan Urasan
Pemernntahan  ddalam nepert dan menten yEOg
menyelenpgarakan Urasan Pemenntahan di badang
perencanaan  pembangunan  nasional sebapaimana
dhirmaksuad  pacda avat {9 atau sejak haras wakiu
sebapaimana dirmaksid pada ayal 7] terlampai.

Fosal 53

Penerbitan CGblhgasi Dacrah dan/ataa Sukuk Dacrah
diatur dengan Perkada.

Perlada menpeogi penerlntan Qbligast Thaerah
schagaimana dimaksuad pada aval (1] paling sedikit
memuat:

a. jumlah maksimal ailm nominal vang  akan
diterbitkan;

k. pengpunaan dana;
oo tangpung JAwab pembayaran pokak dan naoga;
d, metods penertilan melalw penawaran amum; dan

c. Jadwal penerbican.

Perkada mengenal pencrbitan  Sukuk  Dacrah
sehagaimana dimaksud pada ayat (1] pahng sedikit
e T L

. Jumlah maksimal nilal ooeminal  yang  akan
diterbitkan;

b, penggunaaty data,

. langpung jawab pembayvacan pokok dan ienhbalan;

. metods penertatan melalnn penawaran Unam,

v, Jjadwal penerbilan;

. aset yvang mendazar penerbitan; dan

Alcarl vaong chipunakan dalam penertutan.

riey

(4} Perkada . . .
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Perkada mengenst penerbiton Obligazy Daerah
dan/atau Sukuk Daerah dizsampaikan kepads atoritas
dr bidang pasar maodal sebelum elekiifnva permyalddn
pendaltaran penawaran umym Ohligasi Dacrah dan
Subkuk Daerah dengan tembusan kepada Menteri dan
menlern vang menyelengearakan Unasan Pemerintahan
dulam ncgcri.

Fasal 54

Pemernimlab Dactah  menvampaikan dokumen
pernyataan pendalftaran penawaran umurm Obligasi
Daerah danfatau Sukuk Daesrab kepada Ororitay Jasa
Beuangan dalam rangka peonawaran umum Obligast
Cracrah dan/ataw Sukuk Dacrah, setelah mendapatkan
surat perserujuan Menreri sebapaimanas dimaksud
datar Pasal 51 avat [9] ataw Pasal 52 aval (1)

Dalam  hal  dokumen pernyataan pendaftaran
PENEWATATL umum sebagumana dimaksud pada ayvat (1}
dinyatakan lengkap (Moritas Jasa Keuangan dapat
meneThitkan pernvataan  etektil  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undanean Jdi bidang
pazar moclal.

Tatd rvara dan  persyaratan dalam peronyaraan
pendaftaran penawaran umum dan dokamen
pernyataan pendattaran PETIHWATAN LUTILLT
dilaksanakan  scsual denpgan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan di hidang pazar madal.

Paxal 35

Penanpan pencrbitan Obligasi Dacrah atau Suluk
Draerah dituangkan dalam perjanjian perwalianmanatan
fJan ditandatanpan oleh Kepala Daerah dan wali
amanat scbhapgal wakil pemegang Obhgrs Daerab arany
Sukuk Daerah.

2] Perjanjian . _ .
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Perjanjian penerbitan Obligasi Daeral danfacau Sukuk
Daerab dilaksanakan sesusl denpan ketentuan
perjanan perwaliamanatan yang  diator dalam
peraiuran di bidang pasar modal,

Pazal 56

Nana  hasil penerbilan Cbligast Dacrah dan/araun
Sukuk Dacrah ditempatkan pada rekening tersendiri
vang morupakan baglan dari rekening kas umum
daerah.

Dana husit penerbilan Sukuk Dacrah scbhapaimana
dirnaksud pada ayal (1) ditcmpatkan dalam rckening
pada bank syariah.

Dana hosd pencrbitan OQblpasi Daerah  cdan/fatau
Sukuk Daerah haova  dapat digunakan uniuk
membiayal keglatan sesunl dengan tujuan penerbitan
Obligas: Daeral dan/atau S8ukuk Daerah yaog telah
direrncanaloan.

Dalam hal lerdapat 153 dana hasil penerbitan Obligast
Darrah dan/atau Sukuk Daerah sewelah  seluruh
kepiatan terlaksana sebagaimana Jdemaksud  pada
avact [}, Petoerintah Dacesh memindahkan sisa dana
dirmakesl ke rekening kas umum dacrah,

2158 dana sebagaimana dimaksud pada avarc (4] dapat
digunakan untuk keplatan lain yvang mendukung
pelaksanaan kegiatan sebagawnana dirmaksind  pada
ayvar (3.

Dalam hal dana hasld penerbitan Obligasi Dacrah
dan/atau Sukuk Dacrah odak mencukupi kebutuhan
pendanaan untuk merobiavail kKepiatan sebagaimana
dimmaksud pada ayat [3), Pemerintah Daerah
bertanggung  jawab  untuk  menuwtup kekuranpan
prerclaniann kegnalan dimaksud.

Pasal 27 ...
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Pasal 57

Femernmtah Dacrah dapat membeii kembali Gbligasi
Dracrah dan/ataun Bukuk Daerab yang diterhitkan.

Ubligas) Daeralh dan/atau Sukuk Daerah yang dibeh
kembali diperlakukan sebapai pelunasan atas Oblipas
Craprah dan/alag Sukuak Daerabh terecbut

Tata cara pembelian kembali Obligasi Dacrah danfatau
Sukuk Dacrah oleh Pemerintabh Daerah diatur lelah
larput dengan Peraturan Menteri.

Pasal 58

Sukuk Daerah dapar herupa:

4.

&

(1]

Sukuk Daerah afirreh, vang diterbitkan berdasarkan
Akad parak;

Sukuk Dacrah mudharabak,  yang  diterbatkan
berdasarkan Akad mudfaroabah;

Sukuk Dacrsh eusyorciok,  vang dilerbitkan
berdusarkan Alud musyarakah;

Sukuk Daerah istishaa’, yang diterbitkan berdasarkan
Akad stishna"

Sukuk Daerah wakatak, vang diterbitkan berdasarkan
Aboad wakolak;

Sukuk Dacrah vang diterbitkan berdasarkan Akad
layanya sepanjang tidak berrentangan dengan prinsip
swvaTiah; dan

Sukuk Dacrah yang diterbitkan berdasarkan kombhinasi

darl 2 [dua) atau lebilh Akad sebagaimana dicmaksad
pada huruf a sampai deogan haouf £

Pasal 5%

Pemeriniah  Dacrah  dapat  menggunakan BMD
dan/ataw obick Pemblavaan vang dibiavai dari Bukuk
Dhacrah sebagal dasar penerbitan Sukuk Daerah.

121 BMD ..
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BMLD vang akan dipunakan scbagal dasar pencrbitan
Sukul Daeral sebagaimana dimaksod pada avatr (1)
harus  terlebih  dahulu mendapatkan perselujuan
DPRI.

BMD seboagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat
berupa:

a. tanah danfatag banpunan; dan

b selain lanabh dan/ atau bangunan,

BMD scbagaimana dimaksud pada avat {3) huraf b
dapat berupa barang beraugjud atavpun barang tidak
Berwyud vang mermliba nilai ekonomis  danf atau
tncmiliki aliran pensrimaan kas.

Jdems, nilai, dan spesifikast BMD danjfatau objck
Pembiayaan yang akan dipunakan sebapal daszar
pecncrbitan Sukuk Dacrah sebapaimana dimaksad pacda
ayaft (1] ditetankan Kepala Nasrah.

Pasal &0

B} dan/atan oljek Pemblayvasan yang digunakan
sehagan dasar penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayac (1) tdak capar
dipindahtangankan dan/atan  dibapuskan  sampai
denpan jaruh tempo Sukuk Dascah,

keteniuan  mengenal  larangan  penundahtanganan
sebagaimana dimaksud pada ayvat 1) tidak DBerlaku
dalan: hal pemindahtanganan dilakukan dalam tangka
pelaksanzan  dari kelenluan peraturan perandang-
Lt dangAan.

hetentusn MCTgcnal larangan penphapusan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak erlaku
dalam hal penghapusan dilakukan karena kancisi RMD
danatau omek Pembiayaan yvang digunakan schagal
dasar penerbitan Sukuk Daerah sudah rusak artau
msisnah.

(4] Dalam . ..
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Dalam  hal dilakukan  pemindahtanganan ataw
penghapusan sebapaimana dimaksud pada avat (2] dan
vl [3), Pemennilah [merah wagib mengepanty dengan
EMD lain yang memenuhi persyaratan dan mempunya
nilal paling scdikit sama denpgan dasar penerbitan
Sukulk  Daerah  vang  dipindahtangankan  atau
thhapuskan.

TPasal a1

Fengpunaan EMD scbagal dasar ponerbitan Sukuk
Dacrah dilakukan Kepala Daerah dengan cara menjual
arau menvewakan Hak Manfaal atas BEMD atau cara
lain sezuai denpan Akad vang digunakan dalam rangka
penerbitan Sukuk Dacrah,

EMD yang dipunakan sebagal dasar penerbitan Bukuk
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dapat
dhisews kemnball oleh Kepala Daerah berdasarkan suatu
Alkad.

Dalam  hal dasar penerbitan  Sukuk  Daerah
sebapaimana dimaksoud pada avar (1) sedang digunakan
nleh instats Pemenotah Dacrah dan akan dipunakan
sebrapal asel Subkuk Bacrah, sekretans dacrah terlchih
dahulu memberiiahukan kepada pengguna BML.

Pasal 62

Kepala Darrah barus membell kembali Hok Manfaat
alas BMD yang dipunakan schapal dasar ponerbitan
Sukuk  Dacrah, membatalkan  Akad  sewa, dan
mengaklun Akad penerbitan Sukuk Daerah Tainnya
pada saal Sukuk Dascah jatuh empo,

Dalam rangka pembelian kembali Hak Manfaar atas
BMD vang digunakan schagas dasar penerbitan Bukuk
Daearah, perobatalan Akad sewa, dan pengakhiran Akarl
penerhitan Sukuk lainnys sehagaimana dimaksud pada
aval [1], Kepala Dacrah membavar milal nominal Sukuk
Dacrah atau kewajiban pembayaran lain sesual dengan
Akad ponerbitan Sukuk Daerah kepada permegang
bukuk Daeral.

Ragian ..
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Prenpelolaan, Pertanggungiawaban, dan Pelaporan

(11

(2}

[3}

(1}

Fasal &3
kepala Daerah bertangeung jawab atas penpelelasn
FPernbiayaan Mang Chaerah,
Pengelolaan Pembiayaan Utanp Daerabh sebagaimana
ditnaksud parla avat (1) paling sedikit meliputi;

A penelapan straleel dan kebipkan  pengclolaan,
termasuk kebjjakan pengendalian risiko:

perencanaan dan penetapan strokogr poctololio,

penerbitan  Obligasi Daerah  danfatan Sukuk
Thaerah;

d. pelaksanaan Pingaman Dacrah;

"~

pembelian kembalt Obligast Daerah danfatan
Sulkuk Daerah sebelum jatub termm,

petunasan pada saat jatah teropo;

melaporan dan publikas:;

oom

pertanggungawaban, dan

—_—

aktnntas  lain dalam rangka peneembangan
Pembisyaan Utang Dacrah.

Dalam pcngelolaan Pemblayaan  Urang Daerah
sebagaimata dimaksud pada aval (1) Kepala Daerah
dibanny aleh unl yang menyclenggarakan  fungsi
pengelolaan utang pada  perangkat daerah vang
bertugas melaksanakan pengelolaan Keuangan Dasrah.

Pasal &4

Setiap tahun Permerinlab Daerah wajib menealokasikan
dana cwdanpan dalam APBD sesual dengan
kemampuan Reuangan Daerrah untuk pembayaran
prokok Obligasi Daerah dan/atag Sukuk Daerah,

(2] Dana . ..
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Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada avatl {1)
diltapkan dengan Perds menpenal pembentukan dana
cadangan.

Cralam hal dana cadangan scbapaimana dimaksud pada
ayat  {1]  belum  dipunakan  sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat diinvestasikan
dalam portofolio vang memberikan hasi) telap dengan
risiko remddah.

Fazal filz

Pemerintaby Daerah dilarang memberikan jaminan 4las
Pembuayvaan urang mhak lain.

Cralum ranpka penyediasn proyck strategis nasicnal,
Femenintah Dacrah dapat memberikan jaminan atas
pemlnayaan uang BUMD yang mendapdal penupasdan
elari Pemenniah atau Pemerintah Dacreah.

BMD tidak dapat dijadikan jarminan atau digadaikan
untuk mendapatkan Pembiavaan Uang Dacrah.

Pemerimluh Dasrah berlangpung jawab atas kepiatan
yany didanal darn Pembayasn Utang Dracrah,

Baplan Kelima

Permantalian clar raluas

Fasal g

Mentert, menleri yvang menyclengparakan  Drusan
Pemernnlahan  dalam  negen, dan menteri yang
menvelengearakan Urusan Pemerintahan di bidang
perencanaan pombangunan namwonal sezuai dengan
kewenangannyva, melakukan pemantavan dan evaluast
atas penarikan, penpglinaan, dan pembayaran kembali
FPernbsayaan Utang Daerah,

{2) Berdasarkan . . .
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Berdazarkan  hasil  pemantavan dan evaluasi
sebhagaimana dimaksud pada avat [1}, Menteri, menteri
yanp menvelenpgarakan Urusan Pemernntahan dalam
neger, dan menternl vang menyelenggarakan Ulrasan
Pemerimtahan di bidang pereocaonaan pembangunan
nasional melakukan  koordinasi penyelesaian atas
permasalahan pemberian Pemiiayasan Dtang Dacrah.

Permasalaban pembenan Pembiayaan Uang Daerah
sebapaimana dimaksud pada ayat {2), melipgn:

A, penycrapan pinjaman mengalami  kelerlambatan
vang sangat jauh menyimpang darli rencana
perAarikan;

b penpgpunasn pinjaman bdak sesual denpan
kelentuan dalam pepanjian pinjaoan daog at=o

¢. permasalahan lain dalam pelaksanaan Pembiayaan
Utang Daerah.

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan cvalaas:
sebapaimansa dimaksud pada ayat [Z) ataz Pinjaman
Dacrah vang bersumber dam Pemerintabh Jdanfatau
meclalul penugasan kepada LER atau LEEE dilemukan
permasalaban, Menpteri dapat melakukan langlah-
langkah penyelesaisn beorupa pembatalan aelbagian
atau scluruh Pinjaman Daerah.

Scgala kewajiban yvanyg timbul akibat pembatalan
sebamat atau seluruh Pinguman Cacrah scbaganmana
dimaksud pada avat (4 menjadi tangpung jawab
Femerintah Dacrah,

Bapian Keenam

Kewajiban dan Sanks
Pasal 67

Femerintah  [raerah  wajib  membuayar  kewsjiban
Pembaayaan Mang Dacrah pada saat jatuhl tempe.

{Z2] Dana . ..
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Dana uniuk membayar kewapiban Pernliayaan Ultang
Daerah  sehagaimana dimaksud  pada  ayar (1)
dianpggarkan dalam APED sampal denpan berakhirmya
kewajiban.

Dalam  hal terdapat  Pembilavaan Uiang  Daerah
schagaimana dimaksud pada ayat [1] yeng mmelelihi
masa Jabatan Kepala Daerab, Kepala Daerah dan DPRD
pericde  bBerikutnya  sesgan cdengan kewenanpannya
masing-masing melanjuikan kewsjiban penganggaran
fan  pembayvaran pokok, bunga atau kupon, dan
kewnjiban lainnya atas Pembiavaan Utang Dasrah
sampal dengan berakhirnya kewajiban.

Dalam bhal Pemerintah Dasrah tidak menganggarkan
pembayvaran kewajlbon  Pembiayaan Utang Daerah
schagaimana dimaksud pada ayvat [2), Kepala Daerah
dan DPRED dikenai sanksi administoatil berupa lidak
dibayarkannva hak keusnpan vang diatur dalam
ketentlian  peratursan  perundang-undangan  selama
& [enam} hulan.,

Pengenaan sanksl sebapaimana dimaksuel pacla aval (4}
dilakukan oleh menteri vang meovelenpearakan Urusan
Femerintahan dalam negper.

Fazal &8

Cralam hal Daerah tidak membayar kewsjibsan Pinjaman
Daerah vang bersumber dan Pemerintalh dan lembapa
yang mendapat penugasan dan Pemerintah vang felah
jatuh tempo, Mentort dapat melakukan pemotongan
dana TED yang tidak ditentukan penpgunaannya.

Pemolongan scbhapaimana dimaksud pada aval [1]
dilakukan scielah berkoordinasi denpan oemleri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Retentuan lebihy lampuc mengenal pemotongan TR
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menferr.

Pasal 69 _ . .
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Fasal 43

Pemnerinlah Daerash melaporkan  posisi kumulaof
Pembiayaan Utang Dacrah dan kewajban Pembiavaan
Uang [Craerah  sctiap  scmester, termasuk  alokasi
pemenuhan kewajiban dalam APBD kepada menier
yvang menyelengparakan Urusan Pemerinlahan dalam
teperi dan Menter.

Laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
mcrupakan bagian dari Informasi Keuangan Daerats,

Pax=al 70

Pemernintah Dacrah harus menyelenggarakan pubhikas
informasi mengenal Pembiavaan Utang Daerah kepacda
masyarakat secara berkala.

Pulilikaszr nlermast mengenal  Pemblavaan  Ukang
Draerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1] mermuaat
palhing scdikat:

A, kebnjakan pengelilasan Pembigvaan Utang Dacrah;

L. rencana penerbitan Pembiayaan Utang Daerab yang
mcliputy perkiraan qumlah dan jadwal  walkio
penerhinan,

posis kumulaiif Pembiayaan Utang Dacrah;
sumber Pembiavaan Litang Daerah,

penggunaan Pembiavaan Utang Daerah;
realizasy penverapan Pembiayazan Uang Dacrah;

pemerithan kewaphan Pemblavaan Urtang Dacrah;
tlan

h. jumlah Pembiayaan Utang Daerah vang beredar
beserta komposizinya, termasok ostraktur jziuh
tcmpo dan besaran imbalat.

o N T R

Seriap perjanjian Pembizyasn Wang Dacrah vang
dilakubkan aleh Pemennlah Dacrah merupakan
dokumen publik dan diumumkan dalam berita daerah.

Pasal 71. ..
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Fazal 71

kKetentuan lebih lanjpot mengenal tata cara penibenan
Finjaman Dacrah, pcnerbitan Obligasi Dacrah, dan
penerbitan Sukuk Daerah diatur dengan Peraturan Mencer
setelah bBerkoordina si denpan menleri VAT
trenyvelengparakan Urisan Pemerintahan dalam oegen dan
menler yang menyelengegarakan Urusan Pemenntahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB 1V
DAMA ABADLI DPAERAH

Faxal 72
[1] D[kmerah dapal membentuk DA,

(2] Pembentukan BAD bagi Pemenintah Daerah bertujuan
untuk:

a. mengelols keuangan demt kemanlzatan dan
keberlanjutan lintas generasi; dan

b. memperbaiki kuabtas pengelolaan Keuangan
Daerah.

(3] Pembentukan DAD  sebagaimana dimmaksud  pada
pvat {1] ditetapkan dengan Merda.

Pasal 73

(1} Daecrah wvang akan membentuk DAD  schagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 ayac (1) harus memenuh
krleria;

w. memibib kapasites finkal dacrah vang timgel ataw
sangEal 1ingel, dan

b, kebutuhan Urusan Pemerintahan wajlb yang terlait
denpan pelayanan dasar publik telah terpenubn,

(2] Urwsan . L
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Urusan Pemenntahan wapbk vang terkait  dengan
pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada
aval [1] hurut It menpgplnakan Urusan Pemerintahan
wail yang digunakan dalam penghilunpan alokasi DAU
senlial denpan ketentuan peraturan perundang-
undanpan.

Pazal 74

Fembentukan DAD dilakukan dengan tahapan:

A, perslapan;

b. penilaan; dan

£, penetapat.

Tahap persiapan scbapaimana dimaksud pada avarc [1)

huruf & terdin atas:

a. penyusunan rancangsn Perda menpenal DAD,

b pencantuman sumber dan besaran dana vang akan
dipunakan untuk membentuk DAD pada KUA dan
PEAL,

o penyidpan penpelols DAD; dan

d. penylapan sarana dan prasarana pengelola DAD,

Rancangan Perda sebagamana dimaksud pada avat (2}

huruf a memual paling scdikit:

sumber dan besaran dana yang akan dgunakan
untuk membentuls DAD,

pracmpatan DAD,

o

ralllln pengEnpRacan;
petipelols DAD;
pemanfaatan hasi] pengelolaan DAD: dan

i S =W e B =

prelapnran tan pertanggunglawaban atas
pemanfaatan hasil penpelolaan DAD.

(4] Dana, .,
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Dana untuk membaniuk DAD sebagmimans dimalestd
pada arvat (2] huruf b dapat bersumber dari:

a. SILPA yang brolum ditentukan penggunaannyva:
dan fatau

b. sumber lain sesual dengan ketentuan peraturan
petundang-undangan,

Pazal 75

Tahap penilaian sebapaimans dimaksad dalam
Pasal 74 ayat (1] huraf b merupakan proses yang
tlilakukan  oleh Memlien sciclah mendapatkan
perlimbanean dar menten vang mcuyelenggarakan
Uruszan Pemermtahan dalam nepen dalam menilai
permehonan pembentuokan DA yange digjukan uleh
Pemmerintah Taerah.

Dalam rangka memberikan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada avat i, riieri eri YHIE
menyelenggarakan Urdsan Pemnerinlahan dalam neper
melakukan penilalan terhadap:

A. kcsczualan  kepiaran vang didanai dari hasil
penpelolaan DAD denpan prieritas Dacrah;

b, kescsualsn program danfatau  kegiatan dengan
dokumen perencanaan dan pengangparan Daerah,
dan

c. Kesiapan unidt dan lata kelola penpelola DAT,

Pertimbangan menlen vang menyclenggarakan U'rnsan
Pemenntahan dalam negeri scbagaimana dimaksod
pada avat [2] dibenkan paling lambat 15 {lima helas
hari  kerja zejak  ditenimanya  dokumen  renocana
pembentular DAD secara lenpkap dan henar

{%) Dalam . .
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(4] Dalam lal peruimbangarty menteri Vanp
menvelengparakan Urusan Pemerintahan dalam negerd
tidak dibwerikan sampsn batas walow 15 (lima helas) han
kerjpa selwmpaimang dimalesad pada aratl [3), menter
yanp monvelengearakan Urusan Pemerintalian dalam
neperi dianggap telah memberikan pertimbangan vang
menvatakan kezesuaian usulan pembenrekan DAD
segual denpan ketentuan sebapaimmana dimaksud pacda
ayat {3).

(3] Meoter dapal memberikan persctuguan atau penolakan
alas usulan pembontukan DAD yang diajukan oleh
Femonntah Dacrah,

FPaxal] ¥

Tahap penelapan scbagaimona dimaksud dalam Pasal 74
ayat {1] huruf ¢ terdin atas:

a.  penetapan Perda mengenas DATY,

b.  pengalokasian DAD sebagai pengeluaran Pembiayaan
dalam APBD,

dalarn hal  Menlen telah memberikan persciujuan
pembentukan DA

Pasal 77

(1] Pengelelaan DAD dilakukan oieh bendahara umum
Daerab atau badan layanan wmdm Dascah

(2] HKepala Daerah mencntukan  unit pengelola DAD
sebagaimana dimaksud pada avat [1] sesua dengan
ketontuan peraturan perundang-undangan.

Hasal 7#H

[1]  Pengelola DAL memilib inslrumen keuangan vang akan
menadl penempatan DAD.

[2] Penpelolaan BAD dilakukan dalam investasi vang hebas
dari risitko peourunan nilai.

3] Pemilihan . ..
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Femilihan instrumen keuangan scbapaimana dimaksuad
pada avat (1) selain bebas dari risikn penurunan oilai
sebagaimana dimaksaed pada ayal (2) jupa berdasarkan
tingkat imbal hasil yanr nplimal.

[Falam memilih  1nstrumen  keuangan vang akan
menjadl pencmpatan DAL sebapgaimana  dirmaksud
pada ayat {1], pengelola DAD harus melakukan analisis
terhardaps visiko.

Penpelida [AD dapat bekera sama dengan pengelola
dana abadl di Pemerintah danfatau Pemmerintah Dasrah

lain, dan/atau LEB/LEKRR, dalamn menesmpalkan acau
memanfaatkan AT,

Pasal 74

Haszil  pengelolaan DAD dimenfaatkan uniok
meningkatkan dan/atau memperluas pelavanan publik
wang mergadl priorilas dacrah.

Hasll pengelolaan DAT sebagaimeans thimaksud pada
avar (1) dibwgubkan untuk:

d, mempernolch manfaat ckonomi, manfaat sosial,
dan/fatau manfaat lainnya  vang  difelapkan
sebelumnva;

b. memberikan  sumbaogan kepada  pencrimaan
daerah; dan

. menyvelengparakan  kemanfaatan wmum lintas
FCTICTREL

Dalam hal terdapat sueplus hasil penpgelolaan DAL
dapar diginakan pada lahun anggaran benikutnya
sesusn dengan ketentuan  peraturan perurndang-
undangan.

Surplus hasil pengelolaan DAD sebapaimana dimaksud
pada ayal (3) dapal dipunakan untuk:

4. menambah pokok DAL, dan/atay

b, pemanfaatan . . .
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b, pemanfaatan  lainnya sesuan kebutuhan dan
priomtas Daerah, setelah terpenubinga tarpel ddard
ujuan pemanlaatan sebagaimana dimaksud pacdae
Aval [2].

DAD dapael diperhitungksan sebagal baglan pemenuhan

Eclania Wajlh sesual dengan ketontuan peraturan

peruandang undangan.

Paxal #(

Dasrab vang memilik olomom khsos ses83 dengsn
kelemiuan peraiuran perandang-undangan dapal
membentuke DAL,

Pembentukan DAL scbapaimana dimaksud  pada
avat |1] dikecualikan dari kriteria pembentukan DAD
selrapgaimana dimakesud dalam Pasal 73 ayal (1)

Kerenluan  pembentubkan dan pengelolaan DAD,
termasuk penpelelasan DAD dalam kondisi dararcat,
dalam Peraturan Pemeriniah ini berlaku juga bapi
Daerah vang memilki otonemi khusus sesuai denpan
kKetentuan peraturan pecundang-undaogan.

Pasal &1

Dalam hal Daerah mengalam Kondis: dararat, Daerah
dapal menank pokok DAD,

kKondisi darurat sebagaimana dimaksod pada avat (1)
merupakan kondisi darurat sesval dengan kelentuan
peratyran perundang-undangan mengenal hubungan
keosnpan antara Pemernntah Pusat dan Pemenntahan
Dacrah.

Penartkan pokok DAL scbagawnana dimaksud pada
avat (1} dilakukan sctelah Dacrah mengajukan usulan
penankan pokok DAL dan mendapatkan persetujuan
Menteri.

{4] Dalam . . .
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Dialam rnemberikan [rETsET LA HelEpgALlNAna
dimaksud pada ayat (3], Menoteri rterlebih dabhulu
mendapatkan pertimbangan darnt menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam neger.

Clam rangkn memhernikan perrimbangan sebagaimana
edirmaksng EGE Ayal {4]. e et VATIE,
menvelengparakan Urusan Pomerintahan dalam nepen
melakukan pendaian terhadap:

a. kematan vang akan didanai dari hasil penarikan
kool AT dan

b kebwsrlanjilan atas targed dac tujuan pemanfaatan
schapaimana dimaksud dalam Pasal ™9 avat {2).
Icriimbangan menterl yang menvelengparakan Urusan
Femenntahan dalam negen scbagaimana diumaksud
pada avar (4) diberikan paling lambat 1% (lima belas)
fhart kepa sepak diterunanya dokumen mencana

penarikan pokok DAL secara lengkap dan benar.

Dalam hal pertimbangan e et vang
menyelengRarakan Urusan Pemerintaban dalam neygen
tidak diberikan sampal batas wakta 15 {ima belas) han
kepja scbagaimnana dimaksud pada ayat (6), menten
vang menyelenpgarakan Urusan Pemerintahan dalam
neperd didangpan lelah membenloan pertimbangan vang
menyatakan kesesualan usulan penarikan pokok DAL
scEUAl dengan kctentuan sebagmimand dimaksad pada
avat [Df.

Menteri dapat membernkan persetujuan atau penolakan
atas usulan penarikan pokok DAD yang diajukan oleh
Pemetintah Dasrah.

Dacrah wanb mengembalikan pokok DAD vang telah
ditank sebapaimana dimaksud pada awvart (1) setelah
bherakhirnya kondisi darurar dengan memperhatikan
kemampuan Keuangan Dacrah,

Cralam hal Daerah vdak mengembalikan pokok DAD

sebagaimana dimaksud pada avat (Y], Mcnteni dapat
mielakikan perncdongan DALT dan f ataw danas bag hasil

Pasal 82 . ..
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Pasal 82

Ketenfuan lebih lanjur mengenar tata cara pembentukan
dan peogelolaan DAD diatur denpgan Peraturan Menteri
selelah berlenordinasi dengan rnerter yang
menvelengparalean Tousan Pemerintahan dalam negar.

(1}

()

{:3)

(4]

BAE V
SINET(3] PENDANAAN

Pazal 83

Dalam rangka perocpatan penyediaan Infrastrukour
dan/ataln program priocitas  lainnya sesual dengan
ursan yang merngadi kewenanpan Daevah, Daerah
dapat melakuksan Sinergl Pendanaan.

Smerpi Pendanaan  schagsimana  dimaksud  pada
avat {1] dapat dilakzanakan untuk mendanat §o[salu)
ataw  lebiby  kepiaran  dalam  pencapalan tarpet
PernlaATRLI A prada:

a. wilavah tertentw; danfatau

b. tcmatik tertenr,

Percepatan  pencapaian  target pembangunan pada
wilayvah tertentu scbhapaimana dimaksud pada ayal [2)
hural a dilaksanakan melahn Binergl Pendanaan lintas
sehklor dalam | (sati) alau lebab Chaerah.

Ferocpatan  pencapalan  targel  pembangundan pada
tematik tertentu scbapaimana dimaksud pada avat (2]
huraf b dilaksanakan melalul peramusan suatu
lernalik pembangunan yang menyinergikan pendanaan
beberapa bidang Urusan Pemerintahan,

Fasal 84 . | .
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FPasal 24

Sincrgl Pendanaan scbagaimana  dimaksud  dalam
Fasal 83 awvat {1) dapat dilaksanakan melalul sumber
pendanaan APBD dan selain APBD.

Perulanaan dari APTD sebagaimans dimeksud  pada
myval (1] dapat bersumber darn PAD, TKI, dan/atau
pencrimaan Pemblavaan Dacrah

Pemerintalh dapat mengarahkan pengalokasian TRD
sehapaimana  dimaksud  pada avat  [2) untuk
mendubkung Sinerg Pendanaan.

Pendanaan sclain dan APED scbagaimana dimaksud
pada ayat (1] dapat dilakukan melalul kers sama
Daerah zesuail denpan ketentuan peraturan perundang-
unclangan, danfats dukungan perndanaan dari pahak
lain,

Petwlanaan dari pihak lain sebagaimana dimaksud
pada sval (4] dapat bersumber dart;

a. Pemenntah berupa belanpa kementerian,/ lembaga;
Ir. swasta;

Badan wsaha mihk negars;

EUMD:

Pemerintah Dacrah lain;

masyarakat, dan;aran

e oA ooo

sumber lainnya yvang sah sesuai denpan ketentuan
peraluran perdndang-Lodangan.

Paszal 85

Daerah menyusun rencand sineryl Pendandan, Jdalam
rangka melaksanakan Sinerel Pendanasan,

Rencana Sinergr Pendanaan mengacu pada dokumen
perencanaan  Daeralhh  sesual  dengan ketentuan
peralllran perundang-undangan.

{3 Foncana . ..
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Hencana Sinergl Pendanaan sebapaimana dimaksud
pada avat (2) memuat paling sedikil:

2. kecranpka siratcels;

b. keranpgka acuan kenja;

. dukungan yang dibutubkan dan pihak  vang
1erlibsan dan

i, pengelelaat Kenaopan prograi.
Keranpka strutegis  schagaimana  dimaksud  pada
ayvat [3} huruf a, memuart paling sedikit:
1. wilayah altan tematil:
b. propram dan kegiatan vang akan dilaksanakan; dan
C. target pembangunan janghks percdek dan menengah
vang akan dicapal.
Kerangka acuan kerpia schagaimana dipaksud pada
arat {3) ! b, remuat pahng =edikit:
a., jJangka wakio pelaksanann prograr dan keglatan,
b. jumlah dana yang dibiuluhkarn;
keplakan yang akan dikerjakan;

clatmpak terhadap lingkungan sosial, ckonomi, dan
lingkunean hidup: dan

e. sinergl program dan keglalan lintas  orpanisast
peranghkatl daerah.

Bukungasn vang dibutuhkuan dari pibak yang rerlibat
sebapaimana dimaksud pada ayat (3] hurul © memual:

a. komitmen kontribusi pendanaan dari APED dan
selain dan APBT; ddan i a1at

b. komitmen lainnys dar pibak vang terbbat.

I*rnpelolaan keuanpan program sebagsioana dimaksad
pada ayat [3] huruf d melipuat:

a., pengelolaan pendapatan, belanga, dan Pembiayaan
atas pelaksanaan program dan kegiatan;

b. pengelolaan . . .
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b. pengelclaan sumber kewanpan;
¢, pengelolasn ascr; dan
d. pengelolaan keuanpgan lainnya.

Eencana Sincrgt Pendanaan ditetapkan denpan
[*erkada.

Pasal 86

Penpalokasian TKLD =cbagaimana dwmaksud dalam
Pagal #1 avat [3) dapat dilakukan hersama clengan
dukungan pendanasan dari Pemerintah berupa belanga
kernenterian lembapa sebagmimana dimaksud dalam
Pasal 84 avat (o] hurud &

Penpalokasian THD dan dukungan pendanaan dari
Pamerintah sebapaimana dimaksad pada avat [1)
tliberikan sesual denpan kemampuan Keuanpan Megara
dan memperhatikan Kapasitas Fiskal Daerah.

Kepala Daerah menyampaikan usulan pengalokasian
TET dan dubkunpan pendanaan yang bersumber dari
Pemenntah scbhapaimana dimaksud pada avat {1
kepada Menteri dengan melamparkan cencana Sinerg
Pendanaan.

Penpalokasian TKD dan dukungan pendanaan dan
Pemenniah  sebapaimans dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam hal rencana Hinergl Pendanaan
melibatkan sumber pendansan yang bersumber dari;

a. Pembiayaan Utang Ctacrah; dan/ataw
b, kerja sama Dacrah dengan badan usaha.

Menteri berkonrdinasi  <engan mentern  yang
menyelengparakan Urusan Pemernintahan di bidang
perencanasan pembangunan nasional, menterl yang
menyelenggarakan Urusan Pemernintahan dalam nepgert,
dan kementenan/lembaga terkait untuk melakukan
penilaian atas rencana Sinerg Pendanaan.

(&) Penealokasian - . .
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(6] Pengalokasiaty TKD dan dukunpgan pendanaan yang
brersumber dari Pemerintah sebagaimana dimalksod
pada aval (1) dilaksanakan dengan mermperhatikan
policapaian prieritas  nasienal  dan Karakieristik
walavah.

(7} Kerentuan letah lanput mengenal  tata cara
pengalokasian TED dan dukungan pendanaan yvang
bersumber dart Pemerintah diatur deogan Peratiran
Menteri.

BAR VI
PEMANTAUAN DAN EVALLASI

Paszal BT

hMenteri selaku pengelola [skal melakukan pemantauan dan
cvaluast pelaksanasn pendanaan  desenicalisasi secara
berkala paling sedikit terhadap:

a.  pelaksanaan TKD; dan
b, pelaksanzan APTN.

Pasal 85

Pemantauwsan dan evatuasi ams pelaksanaan TKD
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dilakukan
paling sedikit terhadap:

3. redlisasl enyerapan;
b, capaian keluaran; danfatan
o, dampak dan manfaal pelaksanaan kegatan,

Pazal 89 . ..



SK WMo 207074 A

(11

i2)

{3]

(4]

PRESIDEM
REPUHLIK INDOHESIA

- 74 -

Pasal 89

Pemanlavan dan evaluasi atas pelaksanaan AFBD
sthagaimang chmalesgd dalam Pasal 87 huruf b pahing
scdikit dilakukan rerhadap:

a. PADy

I, Telanja Daerah;
. pengelilaan Pembisyaan; dan
., Lkuiditas Keuangan Daerah.

Irmantauan dan cvalumas) atas PAD  sebapaimans
dimaksud pada avat (1) huruf a, dilakukan uniuk
mencap penerimaan realisasi PAD yvang mendekati
polens: PAD.

I*rmantauan dan  covaluasi  atas  Belama  Davreh
sebagaimana dimaksud pada avat [1] hurud b diukur
Jart kecepatlan belanja, ketepatan belanja, pemenuhan
Belanja Wajib, serta prncapaian kellaran dan hasil
atas program prioritas,

Pemantauan dan evaluas atas penpelolaan Pemblayasn

seliggaitana dimaksod pada ayat (1) horuf o diokur

dari:

a. qumlah SILIA yang wigar;

k. permenuhan kewalban Pembiayaan Utang Dacrah;
dan

. peogelnlaan AL

Pcmantanan dan cvaluas]l atas hkowditas Keodngan

Daerah sebapalimana dimaksud pada ayat (1) huruaf d

dipunakan  unfuk  menpukur kesehatan  fiskal
Pemerintah Dacrah dalam membizayal Kewajiban lancar.

Pasal 90 . . .
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I*asal 90

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TED dan
APBD dilakukan seoara hersinem atas pencapaian program
pricrilas nasinnal dan Daerah.

I'azal 91

{l) Pelaksanaan pemantavuan dan cvaluasi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 umiuk mendukung sinergl
kebijakan  fiskal  pasional menpeinakan plathoem
digital.

{2] Pemantlauan dan evaluasi dengan memanfaatkan
latlorm digital sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
dapal diselaraskan dengan berbapgai pelaksanaan dan

cvaluast yang dilakukan cleh kementeoan/lembapa
dan Dacrah.

Pasal 92

Hasi] pemantauvan dan ecvaluasi dapal digadikan sebsapan
hahan pertimbangan Pemenntah  dalamm pengambilan
kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/arau pembenan sanks
atau inscntil kepada Pemerintah Daerah.

Pazal 93

Eelentuan letah lamul mengenar pelaksanaan pemantauan
dan cvaluas diatur dengan Peraturan Mentior.

BaB vl . ..
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Pasal 9d

Pada saut Peraturan Pemecintahl i muolai berlaloa:

d.

Perjanjian Pembiayaan Wang Daerah yang telah ada
sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, tetap berlako
sampai denpan  berakhirnya pelunasan pembayaran
PITLEIMATT;

Jaminan alas pelaksanaan Pingaman Daerah vang telah
diberikan oleh Pemerintah kepada LRI atso LEBRE yang
rmendapat penugasan dan Pemennlah sesuan dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  schelum
Peraturan Pemerintah ini berlaku, dinvatakan tctap
berlaku sampal dengan berakhimys peoganjian Pinjaman
Daeralh;

Petnbiavaan Utang Daerah vang rolah diajukan oleh
Daerah  sebellm Pervaturan Pemerineah  nd moulad
berlaku, proses penilaian terhadap pinjaman dacrah
dilaksanakan sesaal dengan  Peraturan Pemerintah
Notmor 56 Tahun 2018 tentang Pingaman Dascahs dan

Pertla mengenar DAD yvang telah ditctapkan schelum
Pergiuran Pemerintah int mular berlaku, dinvatakan
masih tetap berlaku sampan dengan divndangkannya
Perda mengenal DAD berdasarkan Peraturan Pemenimtah
im1 pabng lama 1 [satu) tahun scjak  Peraluran
FPemerintah ind mulad berlaki.

RAR VIIT
RETENTUAN PENUTUFP

IPasal 95

Fada =aat Teraturan DPemerintabh ool mulai berlalkl,
puraluran pelaksanaaty darr:

a, 'cratiran . .
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a.  Peraturan Pemennlah Nommor 26 Tabhan 2005 tentang
Histerm lnformast Kewangan Dacrabh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 138, Tambahan
Lembaran Negara Eepublik [ndoncsia Nomor 4576}
schapaimana lelah diubsab dengan FPeraturan
Pemcrintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Perulmbat
atas Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tabyn 2005
leriang Siscem Informasi Keuangan Dacrah [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemer 1143,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  [ndonesia
Memer 3153 dan

tr.  Peraturan Pererintah Momer S6 Tabhun 2018 lemlang
Pirjaman  Daerah  |Lembaran  Negara Repuhlik
[nedonesia Tabun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Nepara Repubhk Indone s Nomer 62749),

tlinvatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentanpgan
tengan Peraturan Pemerintah o,

Pasal 95

Pada saal  Peraturan Pemerintah il mulal berlaki,
kelenluan mengenai:

a. sinkronisasl DTN A tlan pEnganggarat
sebapaimana diatur dalam  Peraluran  Pemetintah
Murmor 17 Tahun 217 tentang Sinkronisast Proses
Perencanaan dan Penganggaran  Pembangunan
Nasional [Lembmran Negara Republik [ndonesia Tahun
2017 MNomeor 145 Tambmbao Letobaran  Megara
Republik [ndoncsla Noemor GUSE) dan

. Pinjaman Daerah, KUA, dan PPAS sehagmimana cdialur
dalam Prraluran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
rentang  Pengelolaan Kevangan Daerah  (Lembaran
Nepara Republik Indunesia Tahun 2014 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tridone sia Nomer
£322);

dinvatakan tetap berlaku sepanjang tidak bericntangan
dengan Peraturan Pemeriniah o

Fasal @7 . ..
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Pasal &7

Pada saar peraturan pemerintah ind mulai herlaku:

H.

Peraluran Pernerintah Mowoew 56 Tahun 2005 tentatg
Si1siem Infnrmas Keuangan Dasrab {Lemmbaran Megara
Focpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan
Lembaran MNegara Hcopublik Indoncsia MNomor 4576)
sebagaimana telabh  diubalh  dempan Peraturan
Femerintah Nomor B3 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Peraluran Pemernintah Momor 56 Tabuan 2005
tentane Sistem Informast Kewangan Thaerah {Lembaran
Megara Republik Indenesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomer
o0153]; dan

Peraturan Pemenntah Nomer a6 Tahun 2018 rentang,
Pimjaman Dacrah [Lembaran Megara Republik
Indenesia  Tabun 2018 Nemer 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomeor 6279);

dicabul dan dinyalakan Gidak berlaki,

Fasal 98

Kerentuan mengena perilalan kesesualan antara rancangan
KUA dan rancanpan PPAR denpgan KEM PPKF scbagaimana
dimalosud dalam Pasat 7 dilaksanalean mulal tahun 20024

Pasal 949

Peraturan Pemerintah ini mulai berlakg pada tanggal
dinndangkan.

Agar . ..
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Agdr  sctlap  ceEnp mcngetahulinyd,  memetiniabkan
pengundangan Peraturan Pernerintob i denpan
penempatacnyd dalam Lembmran Megara Republik
Indenesid.

Ditctapkan i Jakarta
pada tanpeal 2 Januar 2024

PRESIDEN REPURLIK INDONESIA,
tid.
JORD WO D

Diundangkan i Jakarta
pada tatygal 2 Januari 2024

MENTERT SEKEETARIG NEGARA
REFPLELIK INDONESLA,

Lled,

I"BATIKIG

LEMBAEAN NEGARA REPUBLIK INTDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesual dengan aslbings
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REFPUCBLIK INDGNESIA
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FENJELASAN
ATAL
PEEATURAN PEMLEINTAH REPLUEBLIK INDONES[A
NOMOR 1 TAHLM 2024
TENTAMNC
HARMONISASI KERLIAKAN FISKAL NAS[OMNAL

1. UMLUM

Dengan dundangkannya Undang-Undang Momor | Tabun 2022
lentang  Hubungwn kKewanpsn  antara Pomerintah Pusat dan
Femernntahan Dacrah, 1Pemerintah ielah melerakbban dasar-clasar
penyempurnaan dan penpuatan fata kelala hubangan kewdngan snlara
Permerintal dan Pemerintahan Daerah, Hal ink merupakan upava untuk
menciptakan alvkasi sumber daya nasional yang efeltit dan ehsien dalam
pencapalan tujuan bernegara. Upava tecselnltl dimanifesiasikan dalam
berbagal redesam nsioumen wlama desentralisast Oskal yvang ndak
harya melalu TR, pajak daerah, dan retribust dacrah, melamban juga
melalul sinergl kebyakan fiskal nasional, Pembiavaan Utang Taerah,
DAL, dan Sinergl Pendanaar,

Peraturan Pemernmdab i disusun oniuk melaksanakan boberapa
amanat Undang-Lodang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara  Pemenntabh Pusat dan Pemerintahan Thacrah
khususnyva mengenal sinergh kebijakan liskal nasional, Pemblayaan
Utang Daerah, DAD, dan Sinergl Pendanasan. Penpgabungan beberapa
raran pengaluran lerscbut scbagal upaya simplifikas dan optimalisas
regulast dalam suatu harmonisasi kebdjakan skal nasional.

Harmeonisast Kelnjakan Oskal nasional merupakan proses atau
Lpays unluk menyelaraskan, menyverasikan, dan/atau menvesuaikan
kebijakan fiskal antara Pernerintah dengan Pemeriniaban Dacrah di
dalam  pengelelaan  dan  penpgeiuran pendapatan,  belanja, dan
pcmblayaan negara dan Daerah unruk menjalankan funpsi alokasi dan
distribus dalam rangka menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi,
pelavanan  pullik, dan  kessjahleraan masyarakat, serta  unruk
rnenpoptimalkan Pelaksanaan Pembiayaan Utang, Daerah,
penyelengparsan DAD, pelaksanaan Sinergl Pendanaan, dan penerapan
sincrgl kebyakan fiskal nasienal dalam kerangka hubungan kewanegan
antara Petmerititah dan Pemennlahan Dacrah.

1. Sinerg . ..
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1. Eincrgl kebyakoan Fiskal Nasionas!

Swinergi kebpakan  Miskal nasienal  dilaksanakan  mclalus
penyelarasan kebijakan hiskal pusat dan Daerah, penetapan batas
maksimal defisit APRD Jan Pembbayaan Utaog Daerah, pengendalian
dalam kondist darural, serla sinergl BAS, Smecgl kebaakan hskal
nasional terscbut juga didukung dengan penyvajian dan konsolidasi
[nlormast kevangan Daerah secara naswenal dan pemantauan serta
evaluast pendanaan desentralizasl vang dilaksanakan dalam saata
platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional

Poenpaturan mengenai penyelarazan kebijakan fiskal pusat dan
Craeratt. dalam Peralyran . Pemernmlab i meonvempuriakan
harmonisasi pengaluran perencanaan, pengangpacan,  dan
pclaksanaan anpgaran i tingkat pusat dan Dacrah, Penyclarasan
fiskal tersebut dilakukan antara lain melalwl penvelarasan tahap
perencanaan dan penganpgaran seperti penvelarasan KCA dan PPAS
dengan KEM PPREF, dan penyelarasan tabap pelaksanaan APED,

Fenpelarasan KUA dan PPAS dengan KEM PPRF merupakan
upaya peningkatan kualitas kebijakan fiskal Daeraly yang selaras
dengan kebijakan fiskal nasional, KEM PPEF yvanp beris skendrio arah
kkcbnyakan ckeonoml dan bskal dhpadikan acuan oleh Pemernnlah
Daerah dalam perurmmusan KUA dan PPAS. Upayva penvelarasan KUA
dan  PPAR  dengan KA FPEF rerselbiar dibharaphlan dapsat
meninpkatkan sincrpisitas kebjjakan fiskal nasional vang antara laan
berupa keselarasan target kinerja makro dan kincrja program.
kepastian pendanaan program priomtas dan pemenuban Belanja
Wajib, serla kesclarawsan arabh pelaksanaan anggaran, Pemelardsan
hiskal nasional terschut tentunya dakan mengoptimalkan fungs) utama
kebyjakan bskal vaitu alokasi, distribusy, dan stabilisasi.

Pelaksanaan sinergs kebijakan fiskal nasional dalam Peraturan
Pemenntah  inmn selain dibgukan uniuk menmepkatkan Kaalitas
kebijakan fiskal Dmcrah, juga diharapkan mampo  mendereng
peaingkatan kualitas Belanja Daerah dalam mendukung perbakan
kualitas kcluaran [outpul) dan dampak {outeomae lavanan publik di
Daerah. Peningkatan kualitas Belanja Daerah dalam  Peraturan
Permerintaby ol dilakukan melahin peoguatan belama prceduakel <
Duerah dan harmoenisas! belanta pusal dan Belanja Daseah vang akan
didukung melalur sincrgl BAS. Denpan adanya  sinergl BAS,

Pemerintash .. .
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PPemerintabh dapat menyelaraskan pregram, kegatan, dan keluaran
agatr kebijakan hskal vang diambil lebib terukur dan menmgkatkan
keselargsan Delamga pusal dan Belanja Daerah,

2. Pembiayaan Utanpg Doacrah dan Sineregl Pendanaan

Dalam rangka mendukung Daerah dalam pembangunan dan
penvelenggaraan  pelavanan kepada masyvarakat, Daerah  dapat
mengakses sumber-sumber Peminavaan Wang Dasesh Atk pang
herskemna konvensinnd] maupun syvariah, meliput Pingaman Caerah,
Ubligas) Dmerah, dan Sukuk Caerah, Scbagal dasar pelaksanaan
Pembiayaan Utang Dacrah, Peraturan Pemenntab im o mengatur
seluruh aspek mengenai Pernhiayaan Uiang Naerah, anlarg 12in mulal
dart prinsigr amum,  prosedur dan lshapan, penpelolaan,
pertanggunglawaban dan  pelaporan, pemantauan dan evaluas,
hingga kewajiban dan sanksi aras pelaksanaan Pembiayasan Ulang
Naerah, Pengaluran (ersehutl menjadi dasar bapl Dacrah dalam
mengembangkan dan memanfaatkan Pembiayaan Utang Daeral.

Selain itu, dengan  terbatasnya  pendanaan pembangunan
Infrastuktur Dasraty, melalu Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah
juga mendorongy Pemerintah Dacrabh unluk mewwjudkan adanya
sinergl  antar-sumber pendapatan dan/atauw Pembiayaan Utang
Daerah, balk dar PAD, TKD, Pembiavaan Utang Daerah, kerja sama
antar-Dacrah, dan kerja sama antara Pemerintab Daerab cengan
adan usaha, schinges dibarapkan setap program dan keglatan
pembangunan lerlaksana secara tersinergl, schinggn alokasi sumber
dayva dapat dimanfaatkan sccara lebih elisien.

J. DAD

Peraturan Pemerintah int membenkan rmuang bagi Daerah yang
memilikl kapasitas fiskal memadar dan relah memenuhi Uerdsan
Perneriniaban wajilr vang lerkall denpan pelayanan dasar publik,
untuk dapal membeniuk DADR, Pembentukan DAD diharapkan dapat
mernherikan berbapa manlaat vang bersifat lintas generasi. Belain ita,
hasil pengelolaan DAD juga akan menambal penerimaan Daerah.
DAD diharapkan dapat membantu Dacral menpoptimalkan kapasitas
Liskal vang dimiliki, tcrmasuk SiLPA vang tinggi, untuk mendukung
pendanaan penyelenggaraan pelavanan publik den pembangunan

hintas generasi di Daerabh denpgan lelap menjdapa Resinamnbungan
fiskal.

Dalam .
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Dalam raogks membenkan dasar pelaksanaan pembentukan
dan pecngelelaan DAD bagl Dacrah, Peraturan Pemerintall ini
mengatur pokok-pokok pengaturan pembentukan dan penpelolaan
DALY, seperty mulai dan persiapan DAD nngga pernliban instmamen
investas] dan pemanfaatan hasul pengeledsan DAD. Dengan menpelola
DAL, diharapkan Daerali dapat memperbaiki kualitas perencanaan,
pengangparan, dan pelaksanaan angparan i Daserah  sehingga
menpghasilkan belana vang berhuahtas

Il. PASAL DEMI] PASAL

Pasal ]

Culup jelas,
Frazal 2

Cukup pelas.

Fusal 3

Cukup pelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Paxal 5
Ayar (1)
Culup jelas.
Ayat ()
Cukup jclas.
Avat (3

Yang dimaksud dengan "target kinerja makeo Daecab™ meliputi
kinerja pembangunan dan Kinerja iskal Daerah,

Yanp dimaksud dengan “target kincrja  program Daerah”
mencakup target  kinerja  program,  kepidgtan,  dan/zlag
subkepiatan sesual dengan urusan Pemenintah Caerah,

Avac (4. ..
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Ayval (4
Cukup jclas.
Az at [3)
Cubkuap jelas.
Prsal &

Cukup jrlas,

Fasal 7
Cukup jelas,

Fazal 8
Avar (1)

Yang cdimakswd  dengan "program prioritas” o merupakan
Propram prioritds nasional dan propram prioritas Dacrah,

Avat (2]

Cukup jelas.
Ayal (3]

{ukup jelas.
Avat {4)

Cubug jelas.
Avat {3)

Cukup jelas.
Aviat {G)

Cukup jelas.
fvat 7]

Cukup jelas.
Avat {H]

Clkup jelas,

Pasal 9 . ..
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Fasal 4
Ayvat 1]
Zukup jelas.
Avat (2]
Yarw, c<imaksud  dengan “kebijakan” antara lain berupa
Peraturan Menlen.
Avat {3]
Perpeseran angparan vang menyebabkan perubabhan APBD dan
yang idak menvelmblan peralabhan APBD.
Prrgeecran angparan yanyg menyebablan perubaban APBD
ditctapkan dengan Perkada dan dibenlahukan kepada DPET.
Ayat ()
Cukup jzhas,
Pasal 14}

Cukup jclas.
Pasal 11

Cukup jelas.
FPasal 12

Cukup jclas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat [1]
Clkp jelas.

Avat [2) . ..
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Avat |2
Cukup jelas.
foval [
Yang dimaksud dengan “kondisi doarurat” adalah

memburukoya kondisi ckonomi makro dan kcuangan wang
tnenyebabkan fungsi dan peran APBN dan APBD tidak dapat
berjalan secara efekrif dan efisien anrara lain:

. proveks: perlumbohan ekonomi di bawah asumsy dan
dewviasi asumsi dasar ekonomi makeo lainnya secara
signililean;

b, proreks penurunon pendapatan negaraf Dacrah dan/ atau
meningkatnya belanja negarafDacrah sccara signifikan;
dan fatau

v adanya Aancaman yanpg membBahayskan  peraborman
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.,

Pasal 14
Cukup jelas.
Pusal 17
Ayt (1)
Sinergl BAY merupakan upava sinergm dan pengintegrazian
anlard BAS pada Pemneninlah dan Pemenintah Daerah,
Avak (2]
Cukup pelas.
Ayal (3]
Cukup clas,
Avac (1)
Cukup jclas.
Avat {5]

Cuklip jelas.
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Paszal 18
Avat (1)
Culkup jclas.
Avar (2]

Yunp dimakswl dengan “kodehbas sinergt BAST adalah
kodefikas) dalam penyelarosan BAS pada Pemeriniah Dacrah
denpan BAS pada [femerintah,

Ayat {3
Cukup jidas.
Ayat {4]

Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 20
Yang dimaksud dengan "intcroperabiitas" adalah koordinasi dan
kolalorast antarproses lusnis dan antarsistem elektronik, dalam
rangka pertukaran cdata, infermas, alan lavanan plattorm chgial
sinerpl kebijakan fiskal nasional,

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas” adalah kejelazan fungsi dan
pertanggungjawaban dari platform digital sinergi kelijakan fiskal
HERATH (IR

Yone dimekswd dengan "keamanan”™ adalah kerahasiaan, kewtuban,
kctersediaan, keashian, dan kenirsangkalan [nenrepudiation) sumbcer
daya vang mendukung plattorm digital sinerm kebjakan liskal
nasnal.

Yang dimaksud dengan “akurar” adalah suaru tindakan vang
mencerminkan ketelitian, kevermatan, dan ketcpatan,

Yang dimaksud denpan “relevan” adalah suatu keadaan vang sesua;
dengan kandis ohjekril sekarang dan mesa vang akan datang.

Yang . ..
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Yang diunaksud dengan “tepat wakou”™ adaluh suatu penistiva vang
sesual dengan jadwal atau rencana.

Yang dimaksud dengan "dapat diperrangpungjawabkan” adalab
suatu kondisi arau fakta vang dapat diperbandingkan secaca anpka
turminal dan matematis,

Pasal 21

Honsolidasi mformasi keuangan Pemernntabh Daerab meBipao
infrmasi kewangan, informasi kinerja, informasi publik, informasi
chsckuti], dan informasi terkait lammyva termasuk data transakss
Pemerintah Daerah, selaras deng-an BAS unituk Pemeriniah Dacrah
yaoge lerintepras) dengan BAS unluk Pemenntah, dengan twyuoan
menciplakan stalistuk kewanpan dan laporan kcuangan sccara
nasional  yang  sclaraz dan terkonsolidase vang  melipur
poTCOCAnaan, pehganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelapacan.
FPasal 22

Culup jelas.

Paxal 2.3
Avat (1]
Cukcup jelas.
Ayal {2
Huruf a
Cokup jalas.
Huruf b

Penyvajlan Informasi Kewangan Daerah secara nasional
mebputi indwrmasi pembaogunan Daerah, pengelolaan
Kellangan Daerah, dan inlormoasi terkait lainnya,

Huruf ¢
Cubkiug jelas.
Huryf o

Cukup jclas.

Hurufe . ..
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Hurut ¢
Clkugr jelas.
Huruaf [
Cukup jclas.
Fanmal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Avati{l)
Cukup jelas.
Avat [2]
Huruf a
Cukugs jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurulc

Yang dimaksud denpan “informast lainnys”  lermasoak
laporan penggunaan dana TED serta selurub informas
namun tidak terbatas pada data non-Keuangan Dacrah,
serta data vang diburuhkan cleh Pemernntah dalam rangka
melaksanakan propram nasionsl,

Fasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayal il]
Cukup jelas.
Ayart 2]
Cukup jelas.

Avat {3 ...
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Avar 3]

Tang dimaksud dengan “sislem inlermast lam®™ antara lain
sistem kolaboras) perencanaan dan infermast KINega angearan,
s1stem informasi Pemerintahan Dacrah, sislern
perbendaharaan dan angparan negara.

Pasal 25
Cukup jclas.

Pasal 29
Al (L}

Yang dimaksud dengan “berbapgal sistem informast dan
ekosistern digital® antara lain menghubungkan Sk dengan
HiSTEML infotrnas Pamerinitabhian Dacral, kolaboras
perencandsn dan informas kinege anggaran, dan Sata Data
Indonesia,

Asat [2)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup clas.

Paxn] 31

Yang dimaksud dengan “kersdat rerbuka™ adalah keterbokaan
infortnazr sesual ketentuan  peraturan perundang-undangan
menpgenal keterbukaan informasi publik,

Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.

Pazal 34
Aval [1]
Culup clas.
avat (2} ...
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Aayat {2
lnsenid dapal berupa insentd bskal dan/ataw penphargaan
lainmya.

Avat {3)
Inzentil dapat berupa insentf fiskal danjarauw penghargaan

lainnyva.

Pagal 35

Cukup clas.

Pasal 3t
Aval [1]
Cukup jelas.
Avart [2}
Huruf a

Yang dimaksud dengan “taat pada kctentuan poraturan
perlndanp-undangan™  adalah hahwa  pengelolaan
Pembrayaan UHang Dacrah harus patuh dan tunduk pada
kmidah hukum yang ada,

Huruf b

Yang dimaksud denpan “"transparan” adalah  proinsip
keterbuikaan yvang mermnungkinkan masyvaraksat unluk
menpctahul dan mendapathkan akses informast seloas-
luasnya tontang keuangan Dacrah.
Hural o

Yang dimaksud denpan “akuntabel” adalah perwgpudan
kewajlban  scseorang  atau satuan kerja  untuk
rnempertangmingjawabkan nelaksanaan kebijakan vang
diprrravakan kepadanya  dalam rangka pencEpaiEn
Lujuan vany elah ditelaplan.

Hurul d . . .
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Huruf d

Yang dimaksud dengan “efizsien” adalah pencapalan
keluaran yang maksitmal dengat masukan tertencu atau
PrENEEUnEaan  masilkan  lerendah unmak mencapal
kelusran tertentu,

Yang dimaksud dengan “cickiil” adalah pencapaian hasil
program dengan tatget yang telah ditetapkan denpan cara
membandingkan keluaran denpgan hasil,

Huruf e
Yang dimaksad  denpan “kehati-hatian"  adalah
pelaksanasan clilakyikan tlenpgan reniper batikan
kemampuan Keuanpan Dacsrah.

Hurut f

Yang dimaksud dengan “profesional” adalabh pengelolaan
tlilakzsanakan dengan kompetens terbaik denpan penuh
langpung jawate dan konnatmean yaogr finga.

Pasal 37
Cukup jelas.

Paual 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat [1]

Yang dunaksud denegan “nilal bersih maksimal Pembimyaan
Utang Laerah™ adalah jumlah utang Dacrah sctelah dikurangi
pembayaran Urang.

Aval [2]
Cukup jelas.
Aal [3)

Pemberian persctwjuan DPRED melckat pada saat pembahasan
AFBL.

foval [y ...
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Ayar (4]

Yang dimaksud denean “dalam hal tertentn” adalah kondis:
kcdaruratan  vang mongakibatkan perkiraan Pendapatan
Dacrah mengalan penurunan paling sedikit 20% {dua puluh
persen) darr AFBD.

Fasal 40
Aval {]]
Hurul o

Yang dimakesid dengan "syarat administeasi® macmilpmbkan
duokumen vang dipersyvaralban,

Hurul b
Cukup jclas.
Hurul ¢
Cukup jelas.
Avat [2]
Culkup clas.
Avat [3]

Yany dimaksud dengan “jumlah siza Pemblayaan Utang

Daerah” adalah jumlah pokok Pembiavaan Utang Daerrah lama
yang belum terdafiar,

Yang dimaksud dengan “jumlab Pembiayvaan Wiang Daerah
vang akan ditarik” adalah jumlab pokeok rencana Pembiayadan
Lane Dacrah vang divsulkan,

Aval [4)

Rasio kemampuan Keuangan Lacrah untuk mengembalikan
I'embilayaan Urang Daerah menumukkan raso kemampuan
membayar kemball Pembiayaan Utang Dacrah vang dikenal
dengan isnlah Debt Service Coverage Ratic (DSCRE dihitung
dengan forroula sebagai bemkuat:

Fendapatan yvang tidak diterntukan penypunsannyy - Belanja Pegawai

[*akok pinjaman + Bunga + Blaya Lawn

Avat [Of . ..
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Ayat {3]
Cukun jelas,
Avat {3
Perubahan  1ualal rasio kemampuan Heuangan  Dacrah
tlilakukan  rlengan toemperttmbangkan perkembangan
perekonoenian nasinndl dan kondisd Keuangao [Daerah,
Pasul 41
Avat [1]
Cukup jelas.
Aval [2]
Cukup jelas,
Awat [
Cukup jelas,
Avat (4}
Cukup jelas.
Aval [af
Cukup jelas,
Axat [H)
Cukup jelas.
Ayal (7}
Cukup jelas.
Ayat (8]

Yang dimaksidd dengan "stracegns®  adalab kegistan yang
divnsulkan  memiila  keselarasan lujuan/sasaran dengan
pPIOgEram prioritas/Keglatan priortitas, provek priornitas dalam
EPIMEN, mendukung ERIMD, danfatau scsual rencana induk
sektaral.

Yanp  dimabesud  denpan "ebmas”  adalah kegatan vang
divsulkan memuat argenst provek, rencand  penpsanaan
Fembiavasn Utang Dacrah, ketersediaan jadwal pelaksanaan
kegiatan, scrta rencana keberlanjutan proyvek.

Yang . . .
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Yang dimaksud dengan "kelembagaan™ adalal kegiatan vang
diasufkan memual penjelasan terkain pembagian Kerjs dan
lanpggung jewah pelaksana kogiatan, serta gans boncdinas
prlabksang kegialan pade scelurub lahapan proyvek.

Yang dimaksud dengan “ckeonomi®™ adalah keplatan vang
diasulkan menunjukkan kelavakan ekoncmi yang dihitung
antara lain mengranakan analisis hiaya-maniaar,

Yange dimaksud dengan “dampak sosial dan ingkunpan” adalah
kegiatan vang divsulkan dilengkapt dengan hasil dentifikasi
dan analisis dampak terhadap penerima manfaat kegatan,
serta analisis dampak lingkungan rang mungkin tirnbul akibat
prelaksanaan keglalan vang diasulloan.

Yang dunaksud dengan “pemblayaan” adalabh dokumen
pengusulan kegatan yang diusulkan dilengkapl dengan hasil
analiza penganggaran modal dengan mempertimbangkan
karakteristik provek dan kebutuhan Dacrah, serta keselarazan
dengan sumber pembiavaan lainnyy.

Yang dimalksud dengan “miligas risiko™ adalab kegiatan yang
divsulkan dilvngkapl dengan dentiibas: nsiko yang berpotenst
muncul pada scrtiap tahapan provek sccara meoenyclunih,
dilengkapi rencana mitigasinya.

Ayal {9

Cukup elas.

Aovat { 1Y

Cukup jelas,

Avat [11)

Cukup telas.

Avat [12)

Cukup jelas.

Avart [13]

Cukup jelas,

IPa=sal 42 . . .
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Pasal 42
Cukup jclas.

I*asal 43
Cukup |elas.

Pasal 44

Aval (1)

Cukup jelas.
Aok (2]

Cukup jelas.
fyat ()

Cukup jelas.
Avar (4)

Yang dimaksud dengan “pingaman iunar ddalah Pingaman
Cracrah berbasis program vang digunakan antulk mendukung
pemiayaan  APBD  denpan  penanikannyva  mensyaratkan
dipenuhinya kondisi tertentu vang disepakat pibhak pemberi
paingamat dan penarima pangaman, seperit paker Kebijakan
dan/atlau terlaksananys keglalan lerlenti.

Yang dimaksud dengan “pinjaman kegiatan” adalah Finjaman
Dacrah berbasiz kegiatan vang dipunakon untuk membiayal
pemmbangunan sarana dan pragsarana tertentu yvang menjadi
kewenanpgan Daerah cdengan penarikannya sesual dengan
peckembanpan/ kemajuan pelaksanaan kegialan.

Avat {3)

Chakup jelas.
Awat (8]

Cukup jelas
Avat [7)

Cukup jelas.

Pazal 15 . ..
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P'asal 45
Avat [1]
Culiup pelas.
Mol [2]
Cukup jclas.
Avat 3}
Yang dirnaksud dengan “LEB atay KO adalab LK araw
LEBE vang dianggap mampu olch Menten,
Pasal 46
fval (1)

Yanp dimaksud dengan “kelenluan peraburan peounclang-
undangsn mengenal pembenan pinjaman olth Pemennlah®
antara lain  peraturan pemermtah mengenal  pomberian
pinjaman oleh Pemerintah, perataran pemenntah mengenal
Pemlhiaysan provek wanp bersamber dar surat berharpga
syariah negara, dan peraluran pernericlah mengensl ety caca
pengadaan pinjaman luar nepen dan penerimaan hibah,

Ayar 2]

Cukump jelas.
Avat (3]

Culoup jelas.
Aval (4]

Cukup |clas.
Ayat {7]

Cukup jelas.

Ayal [B) . -,
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Axat (g

Yanp dimaksuad dengan “strategis” adalah kopiotan yang
diusulkan mrmiliki kesclarasan tujuan/sasaran dengan
programn prioritas/ keglatan priocitas/ proyvek prionitas dalam
RPIMN, mendukung RRIMD, dan/arau sesua rencana induk
sektoral.

Yang dhimgksud dengan "eknis™  adalah kegalan vang
dinsulkan memuat urgensi proycek, CnCana poOEEURAADN
Finjuman Dacrah, ketersediaan jadwal pelaksanaan kegiatan,
serta rencana keberlanjutan provek.

Yang dimaksud dengan "kelembapgaan™ adalah kegialan vang
disalkan memial penjelasan erkall pembagian kerga dan
lanpeung Jawab pelaksana kegiatan, scrta gans koordinas
prlaksana kegatan pada selurah tahapan proyek.

Yang chimaksad  denegan "ekonomn™  adalabh kepiatan vang
diasulkan menonjukkan kelayaksn ckonomi vang dihitung
antara lain menggunakan analisizs biava-manfaat.

Yang dimaksud dengan "dampal somal dan lingkungan” adalah
kegiatan vang dwsulkan dilengka dengan hasil wlenbifikas
dan analisis dampak techadap penerima manfaat Begidlan,
seTla analisis dampak lingkungan yang mungkin tmbul akibat
pelaksanaan kegiatan vang diusulkan.

Yang dinmaksud dengan “permbiayvaan™  adalab dokimnen
penglsalan Regatan pang divsulkan dilengkapn dengan hasil
andlisa  pengangparan modal dengan mempertimbangkan
karaktecristik provck dan kebutuhan Daerah, zerta keselarazan
dengan sumber pembayaan lamnya.

Yang dimaksod dengan “milgeas risike” adalah kepialan yang
diusulkan dilengkapi dengan identifikasi nisiko vang berpotensi
muncul pada setlap tahapan provek secara menyeluruh,
dilenglap rencana rmuligasinyd.

Ayar {7

Cukup jelas.

Avat {8)

SK Mo | T7ETT A
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Al [V

Cukup |clas.

Avat (109

Chakup pelas.

Pasal 47

Avat [1}

Cukup pelas.

Mocal [2}

Cukup julas,

Avat (A}

Cukup jelas.

fyal (D)

Cukup jelas.

Avat [3)

Cukuyp jelas.

Avat (B

SK No [T7R7I A

Yang dimaksud dengan "stratepis” adalah  kepgiatan vang
divsullan memiliki keselarasan Lujuan )/ sasaran dengan program
prioritas/ kegialan  priotitas/ proyck  priontas dalam RPJMN,
mendukunp EPJMED, danfatau sesual rencana induk sektoral.

Yang dimaksud dengan “teknis™ adalah kegiatan vang diusulkan
memuat urgensi provek, rencana penpgfunaan Pinjaman Daerah,
keterseediaan Jadwal  pelaksanaan Reglatan, semta rencana
kehoerlanulan provek.

Yang dimaksud dengan “kelembapaan” adalabh keglatan yang
dmsulkan memuat penjelasan terkait pembagian kerja dan
tanggung |awab pelaksana kematan, serta gans koordinasi
pelaksana kepiaran pada seluruh rahapan proyek.

Yang dunaksud dengan ‘ckonomi® adalah keglatan vang
diasulkan menunjukkan kelavakan ekonoms vang dihitung
antara lain mengrunalkan analisis biava-manfagt,

Yang . . .
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Yong dimaksud dengan “dampak sosial dan lingkunean™ @dalah
kepiatan vang diwsulkan dilengkapi dengan hastl identifikas dan
anabisis Jdampak terbadap penernima manfaat kepiatan, serta
analizsis dampak lingkungan yang muoogkin timbul  akibare
pelaksanaan kegialan vang dilisulkan,

Yung dimaksad  denpan “pembilayvasn”  adalab dolumen
pengusulan keglatan yang divsulkan dilenpkap dengan hasal
analisa penganggaran modal dengan memperombangkan
karaktenstik provek dan kebutuhan Daerah, serta kesclarasan
tlengan sumber pembisyaan lainnya.

Yang dimakaud dengan “mitigast nsiko” adalah kegiatan vang
diusulkan dilenpkapl dengan dentfikast risike yang berpotens
muncul  pada  setiap tahapan provek secara  menveluruh,
dilengkapi rencana mitigasinya.

Avat (V)

Cukup jelas.

Avat (H)

Cubkup jelas.

Al ()

Cukoup jelas.

Avat |10}

Cukup jelas.

Aval {11}

Cukup |elas.

At {12

Cukup jclas,

IPasal 48

SK HNo 177RT3A

Cukup jelas.

Fazal 9449 . _ .
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Avat (1]

Yang dimaksud dengan “"kebijakan fiskal nasional”™ ardalah
kebijakan Pemerinrah di badang Oskal dalam upsya prncapalan
largs! pembangundn dan pertumbuhan ckonomi.

Yung dimaksud dengan  kondisr dararat”™  oadalah
memburukniya kendizi ekonomi mabkro dan keuangan vang
menyebabkan [ungs dan peran APBN dan APBD tidak dapat
hepjalan secard efektil dan efisicn, antara lam:

a. proyckst poertumbuhan ckonomi d bawah asumsi den
deviasi asumsi dasar ekonomi makin lainhyva  secacs
signifikan;

b. proveksi penurunan pendapatan negara/Dacrah dansataa
retingkatnyyd  belanja negara/Dacrah secara sigiiafikan,
danfatau

c. adanya ancaman vang membahayakan perckonomian
nazional danfatau slabilitas sistem keuwanpan,

Al [2)

Tang dimaksud dengan "pimaman tuna™ adalabh Pinjaman
Darrah berbasis progratn vang dipunakan uniuk mendukung
pembiavaan  APRD  dempan  penarikannys mensyaratkan
dipenhinya kondise tertenia yang discpakatt pithak pemberi
PlINjdman dan pencnma pinjaman, seperti paksr kehijakan
dan/atau rerlaksananya kegeatan tertenti.

Avat {3]

Cukp julas.

Aval {4

Tang dimaksud dengan "LKB atau LKBB® adalah LKB atay
LKEB yang dianggap mamypu cleh Menreri.

Avat {3]

SK No [77RT4 A

Cubup jelas,

Avat i) ...



FRESIDEMN
REFUALIK INDONESIA

-3 -

Ayat {fi]

Kalegori Kapasitas Frskal Daerah sesos denpan Peraturan
benten mengenal pela kapasitas hskal,

Avat 7]
Cukcup jclas.

Pasal 20
Avat (1]
Cukup pelas,
Avat [2)

Yang dunaksud denpgan "pasar modal domesok™ adalah
kepiatan vang bersanpkutan denpan penawaran amuin dan
perthaganean ofel, pernesahaan pablik yang berkaitan dengan
etek wvanp diterbitkannyva, serta lembags dan profest yang
berkaitan dengan cfck di wilavah Megara Kesatuan Republik
Indaonesia.

Ayat [3)

Yang dimakswd dengan “penawaran umum® adalah kegiatan
penowaran ik vang dilakukan cleh cmiten untuk mengjual
etek kepada masvarakat berdasarkan tata cara vang diatur
dalam undang-undang mengenar pasar modal dan peramaran
pelaksanaannyy.

Ayat (4]
Culkup jelas.
Paxal o]
Cukup jees,
FPagsal 52
Avat 1)
Cukup jelas.
Aval {2]
Cubkup jelas,
Ayal {3] ...

SK Mo 177875 A
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Ayat [3)

SK No 177876 A

Cualiup jelas.

Avat (4

Cukup jelas.

Avat (3]
Culoup julax.
At (6]

Yang dimaksud dengan “strategis’ adalah kegiatan yang
diusulkan  memiliki  keselarasan  tojuan/sasaran  dengan
program prnnlasfkegialan prinrdas/ provelk priorilas dalam
REPJIMN, mendukung ERIMD, dan/atau sesual reneana induk
scktoral.

Yang dimaksud dengan  “telkmis”  adelah kepiaran yang
divsulkan memial urgenst poovelk,  reEncdand pETIREUIEE
Obligas: Dacrah dan Sukuk Dacrah, ketorsediaan jadweal
pelokzanaan kegiatan, scrta rencana keberlanjutan preyek.

Yang dimaksud dengan “kelembagaan® adalab kegiatan yang
divnsulkan memual penpelasan lerkait pembapgian kerja dan
tanpegung jawab pclaksana keglatan, scrta garnis koordingsi
pelaksana kematan pada selurul tahapan proyel.

Yang dimaksad dengan “ekooena” adalahb kegiatan yanog
digsalkan menunpukbkan kelayakan elkonommm yang Jdihiune
danlara lain mengeunakan anahisis bigva-manfaat,

Yang dimaksud denpgan "dampak sosial dan lingkungzan™ adalah
keglatan yang diusulkan dilenpgkap dengan hasil identifikasi
dan analises dampak terhacdap penerima mantaal kepialan,
serla analises dampak lngkungan vang mungkin Gimbaul alabal
pelaksanaan kegiatan vang dimsulkan,

Yang dmmaksud dengan “pembiayaan”™ adalah  dekuimen
pengusulan keglatan yang dasulkan dilengkapl dengan hasil
analisy penganpearan moddl  denegan mempertimbangkan
karakteristik proyek dan kebutuhan Dacrah, scrta kesclarasan
dengan sumber pembiayaan lainnya.

Yang . ..
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Yang dimaksud denpan “mitigasi risiko™ adalabh kepiatan yang
divtsulkan thilsngkap dengan entiikas nsike yanp berpotenst
muncul pada sctiap tahdapan proyck sccara menvcluarah,
dilengkap rencana mitlgasinya,

Avat {7

Cukup jelas.
Avat [H]

Cukup jelas,
Avat [9]

Cukup jelas.
Awvar [14)

Cukup pelas,
Avat [11)

Cukup jclas.

Pasal 53
ik Jerlaxs.
Pasal 24
Cukup elas.
Pasal 25
Avat (1)
Yanp dinaksud dengan “wali amanal® dalam ketenluan ini
adalah pihak yang mewskih kepentingan pemeogang cick
bersifat utang termasuk Obligasy Daerah dan Sukuk Daerah
seslal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Arat [2)
Cukup jelas.
Pasal 56
fvvat (1)

Cukup jelas.
Avar (2. ..
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Avat [Z]

Chuleup pelas,
Aval [J]

Cukup jclas.
Avat (4}

Cukup julas,
Avat [3}

Yatp dimaksud denpan *kegiatan lain™ adalab kepiatan yang
hukan rermasuk kepistan yang telab direncanabkan dalam
ranghks penerhilan Obligast Daerah danfalaun Sukuk Daetah,

Ayvalk (G
Cukup jclas.
Pasal 57
Azat (1)
Catkup jelas.
Aval (2

Yung dimaksud denpan “pelunasan atas Obligasy Dacrah
dan/atau Suluk Daerah” adalah Pemerintah Daerab tidak
perlu lapi melakukan pemlavaran alas bunga atanl imbalan
Alas Obligas) Dasrab alew Sukuk Dacrabh vane lelah dibel
kemhbali,

Avat [3)
Cukup jelas.
Pasa) 38
Cukup jrclas.
Pasal 59
Arrar (1)

Crasar penerbitan Sukuk Dacroh tidak dimaksudkan scbapgas
laminan penerbitan Sukuk Daerah,

Avar (2] . ..
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Aval [2)
Pembernian  persetuguan DPRD dilakuban

pacla sapat

pembahasan nulal bersith maksimal Pembasvaan Mang Dacrah.

Avat (3)
Cukup jelas.
Aryat (4]
Cubkup jelas.
Avat {3)
Cukup jelas.
Fasal &0
Cukup jelas.
Pasal &1
Cukun jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.
Pazal 63

Cakoug jelas.

Pazal &4

Cukup jelas.
Pasal 6o

Cukup elas,
FPaszal 64

Cukup jclas.

FPasal &7
Culkuap jelas.

SK Mo ITTsTOA
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Pasal ai
Ayat (1]

Pemeotongan dana TKD vang tidak ditentukan pengpunaasnnys
dilakukan dalam rangka mecnjamin terjaganya kualitas msct
LKB atal KR yang mendapat penugasan dari Pemerintah.

Yanie dimaksud denpan “dana TKD vang didak ditentukan
pengepundannya” pdalah DAU danfataa dana bag hasil vang
tidak ditcotukan penggunoannys scsusl dengan ketenbuan
peraturan perundang undangan.

Ayal {2
Cukup jclas.
Ayat {3]

Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal T

Cukup jclas.
Pasal 71

Cubkup julas.

Pasal 72
Cukup jclas.

Pasal 73
Ayar (1]

Yang dunaksud dengan "kebutuhan Urasan Pomenintahan
wajib yang terkart dengan pelavanan dasar publik telah
ierpenubi” adalah onpkat capaian terfentu dar kebutuhan
Urusan Pemerintahan wajib yankg letkail dengan pelayanan
dasar publik.

Aval [£] ...
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Avat [2]

Culup jelas.

Pasal 74
Ayl [1]
Cukup jclas.
Avat [2}
Hurul a
Cukup jclas.
Huarul b
Cubonip jelas.
Hurul «
Cukup jelas.
Huaruf d .

Yang dimaksud dengan “sarana  dan prasarana”
merupabkan fasiliee yvanye dipunakan oleh pengelola DAD
untuk mendukung pelaksanaan pengelelaan DAD.

Avat [3)

Hurul =

Cukup jelas.
Fluruf b

Cubup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Elurult d

{Zukup jclas.

Hurufe. ..

SK MNo | TTEEL A



PRESIDEM
REPLIHLIK iNDCMESIA

- 30

Hurul ¢

Pemanfaatan Hasil Pengelalaan DAD mengatur unasan,
program, dan  kKegiafan  yvang Jdidanam dar DAD,
sedangkan  targel  lavanan gkan ditelaphan odalam
Perkada.

Huruf £

Cukup jelas.

Avat [4]

Pazal 75

Cukup ulas,

Cukup jelas.

Fasal 76

Cukup jclas.

Paszal 77

Cukup jelas,

trasal 74

Avat (1)

Cukup julas,

Avat (2}

SK No |7TRED A

Yang dimaksud denpan “investasi yang hebas dari risike
penurinAan mila® adalah penempatan dans pada mstrumen
keuanpgan yank ditawarkan oleh lembaga keuangan vang telah
diakul kredibilitasnya schingga nlal pekok/awal  investasi
tidak dipcngarulin fluktuasi di pasar uang/pasar modal,
fluktuas: hanya akan mempengaruhi imbal hasil.

Contell penempatan dengan krileria demikian misalnys adalah
imvesbas pada Sural Berbarga Negara hingpa jatuh lempo alau
Lidak mercalisasikan kengian pada saat dijual, serta deposito
pada bank yang sehat.

Avat (3} . ..
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Mot [)

Yang dimaksud denpgan "tingkat imbal hasil vang opomal”
adalah pengelola DAD menulih beberapa alternakil 1nstramern
keuangan dengan mempertimbangkan imbal hast dan potensi
rigibice

Ayal [d

Yang dimaksud dengan “analisis terhadap risike" antara lain
risiko pasar, risitko hikuiditas, neko operasional, dan informasi
tambahan, rermasuk rencana penanggulangannya dalarm hal
terpadl nisika ionveeslas,

Avat (af

Poysual 74

Cukup jelas.

Aval [1)

Yang dimaksud dengan “memngkatkan dan/atauw memperluas
pelavanan publik” adalah kepiatan dalam rangka pemenubar
kebutuwhan pelayanan Jdr oatas danfataa i lgac standar
pelayanan mninimal.

Lrusan yang terkait dengan prioritas Dacrabh antara lain
pendidikan, kesehatan, hnghungan hidup, dan parmwnsata.

Ayal (2

Cukup jelas.

Avat [3)

SKE No I77ERI A

Yang dimakswel dengan "surplus hasil pengelolaan DADT adalah
selizsih lebih antara pendapatan vang berasal dan hasil
pengelolaan DAL dengan pengeluaran dalam rangka
pemaniaatan haszil penpelolaan DA pads tahun terlentu,

Avar (4] ...



Fasal 80
Cukup |elas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 272

Pazal &3
Avat [1]

SK Mo J7THSD A
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Aoyat [4)

Yang dimaksud  dengan “pemanfaatan laimnyd seseldl
krburuhan dan prioritas Dacrah” adalah pemanfaatan surplos
hasd pengclolaan DAD vang berdasarkan kebutuban dan
prinvitas Drerah seperti pemantaatan antuk  penambahan
targel layanan dlau pemanfagian dalam rangkas poenanganarn
kondist  darurat sesual denpan ketenluan  peraluran
perundang undangan mengenai hubungan keuangan antara
Femenntah Pusat dan Pemerintahan Daesrah.

Apal 5]

Cubkup jelas.

Cukup jelas

Yang dimaksud denpan “program prioritay lainnys”  anlary lain
ponpcmbangan suatu kewasan dan pembangunan denpan
tematik tertentu.

Avat (2}

Yany dimaksod dengan *wilavah terrenia® adalab wilayah yang
leTletak di dalam sudlu Davrah dan )/ atauw berbalasan s beririsan
dengan Daerah lain yang memilikl potensi untuk memberikan
manfaat rkonomi, sosial, danfatau mantaat lainnya kepada
Daerah.

Yang dimaksud dengan “tematik terlento™ adalah suatu tema
pembangunan sesua dengan prievicas Daerab yang telah
chtetapkan sebelumnya dan dinsolkan umiuk diliayvai melalo
sinergn Pendanaan.

Aval [3). ..
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Avat |3]
Cubkup jelas,
Aval {4]

Cukup jclas.

"asal 44

Avat{1]
Cukup jelas.

Aval {2
Pendapatan Daerah dapat mencakup yaop bersumhber daci PAD
yang telab diterma mabpun potenst PAD. dan polens TKD
pacda lahiun vang akan datang.
Penernmasn  Pembiayaan Dacrah dapat  bersumber  dari
pembiavaan Ulang Daerah.

Avat 13]
FPernerintah dapat mengarahkan pengatokasian TEKD misaloya
mernperhalikan JimeTkl Pendansan dalam PTOSCE
pengalokasian TED pada tahun anpgaran vang akan datang.

Avat |4
Culup jelas.

Aval [3]
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dunaksud dengan “swasta™ adalah lDadan usaha
vatig berbadan huokurn  sesuai  denpan ketentilan
peraturan perunddang-undang-no.

1Tueal ¢

Cukup jelas.

Huruid . . .
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Huarul d
Culup jelas.
ITurul &
Cukup jelas.
Huruf I
Cukup jelas.
Huruf g
Yanp dimaksud dengan “sumber lainnva yang sah”™ yaita
sumhber vang sesusmt dengan  kotontuoan peratuaran
perundang-undangan  misalnya  keterlibatan  lembapas
doner.
"asal 85
Moyl [1)
Cukup jelas.
Aval [2]

Yang dimaksud dengan “"dokumen perencanaan Daerah”™
adalah RPJWMD dan/atau RKPD.

Avat [3]
1Turuf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hiraf «

Yang dimaksud dengan “pihak vang terlibat” meropakan
pithak lain wvang terlibat dalam  rencana  Sinergi

Pendanaan sclamn Femernntal Dasrah YA
bersanghkutan.
Hurul 4
Cukup jelas.
Avat (4] ...
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Awval {4

Culkup |clas,
Avat [3]

Cukup jelas.
Ayal G}

Komumen anlara lam hecupa dololmen tertubis 1evkait kKerpa

sama, komitmen pinjaman, dan dekoumen tectualis lentamne
komitmen lainnya.

Ayat [7)
Hurul a
Cukup jelas,
Huruf b
Yang dimaksud denpan “sumber kcuangan” yaltu
pendanaan dalamn rangka melaksanakan  Binerp
Fendandan baik vane bersumber dao APBED maupan
sclain APED.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “prnpgelolasn kewangan lainnya”
antara lain pemenuhan  kewajiban  |angka panjang
komitmen pembiayaan maupun kera sama Dasrah.
Avat {#]

Cukup jelas.

Pasal B0
Aval [1]
Cukup jelas,
Avat [2)
Cukup jelas.

Avat (3. ..
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Ayvat [3)
Cukup jclas.
Axat (1)

Termasuak kerja sama Dacrah dengan badan usabhia vang sesua
denpan prinsip syariah.

Bacar [9)

Cukup jelas.
Avat (&)

Cukup jelas.
fovdl [F)

Cukup jelas.

Pazal 87
Cukup jelas,

Pazal Hi
Cukup pelas,

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayal [2)
Pemantauan  dan cvaluast  PAD dilakukan  dengan
membandingkan potenst PAD dengan realisasi PATD.

Melkamsame pemantaudan dan evaluas PAD dilakukan melalud
evaluast Rancangan Perda, scrla pengawasan pelaksanaan
aturan teknis pemungutan.

Aval {3] ...
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Aovat (3]

Keocopatan belanja Dacrah dihitung dengan membandinghkan
realisasi bulanan rerhadap anggaran.

Ketepatan belamga Daerah dilntung dengan membandingkan
besesgaian standar haya Daccah dengan standar harpa satwan
regional,

Femenubhan Belama Wanh dimlung berdasarkan kelentuan
poraturan porundang-andangan.

Pericapatan kel mryr amn hasil tlihatng tlerzan
membandingkan outpul keplatan yang didana oleh APBD
dengan target yvang telah direncanakan dengan perbatkan
indikator pembangunan Daerah.

Ayal {d]

Hurul o

Jumlah =iLFA YANE WA Ar dihitung drngan
membandingkan  jumlah  S1L1PA rerhadap  porkiraan
kcbutuhan operasional.

Hurud b
Cukup julas,
Huruf c

Cukup pelas.

Boval [3h

Likuiditas keuangan Dacrah dihitung dengan membandingkan
kas dan atang jangka pendek.

Pasal 90

Cukup clas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasnl 93

Cukup joebas.

DK Mo 17THA9 A
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Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 341

Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal G

Cukup jelas.
I*asal 97

Cukug jelas.
Pavsal 28

Cukup jclas,

Pasal 4
Cukup jclas.
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